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ABSTRAK 

 

Pengaruh Efektivitas Pemerintah, Penegakan Hukum, Pengendalian Korupsi, Kualitas 
Regulasi, dan e-Filing Terhadap Kepatuhan Pajak 

Oleh 

RIA PRASETYANTI 

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh tata kelola pemerintah yang baik 
melalui efektivitas pemerintah, penegakan hukum, pengendalian korupsi, kualitas regulasi, dan 
penggunaan e-filing terhadap kepatuhan pajak di negara-negara Asia Pasifik. Isu kepatuhan 
pajak menjadi relevan mengingat rendahnya rata-rata kepatuhan pajak di Asia Pasifik (19,1%) 
dibandingkan dengan negara OECD (33,5%) pada tahun 2020. Penelitian ini memperbarui 
studi sebelumnya dengan menambahkan variabel kualitas regulasi dan e-filing. 

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan analisis data panel pada 
negara-negara di kawasan Asia Pasifik periode 2010-2020. Pemilihan sampel dilakukan 
dengan metode purposive sampling, berdasarkan ketersediaan data efektivitas pemerintah, 
penegakan hukum, pengendalian korupsi, dan kualitas regulasi dari Worldwide Governance 
Indicators (WGI), data rasio pajak terhadap PDB dari OECD, serta data tanggal penggunaan 
e-filing dari Global e-Government Systems Database. Data dianalisis menggunakan 
pendekatan Fixed Effect Model (FEM). 

Hasil penelitian menunjukkan bahwa efektivitas pemerintah dan penegakan hukum 
tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan pajak, mengindikasikan bahwa kepatuhan 
pajak lebih merupakan kesadaran individual. Kualitas regulasi juga ditemukan tidak 
berpengaruh signifikan secara negatif terhadap kepatuhan pajak, yang dapat dijelaskan oleh 
sistem administrasi pajak yang mudah dan efisien serta motivasi internal wajib pajak. 
Menariknya, pengendalian korupsi berpengaruh negatif signifikan terhadap kepatuhan pajak, 
kemungkinan dipengaruhi oleh rendahnya nilai pengendalian korupsi di sebagian besar negara 
berkembang Asia Pasifik. Sebaliknya, e-filing terbukti berpengaruh positif signifikan terhadap 
kepatuhan pajak, menunjukkan bahwa pemanfaatan e-filing yang baik dapat meningkatkan 
kemudahan dan kepatuhan pajak. 

Penelitian ini memberikan implikasi bahwa meskipun beberapa aspek tata kelola 
pemerintahan memiliki pengaruh, kepatuhan pajak sangat dipengaruhi oleh kesadaran wajib 
pajak, kemudahan sistem administrasi, serta respons terhadap kondisi ekonomi dan kebijakan 
khusus seperti di masa pandemi. Penelitian selanjutnya disarankan untuk memperluas cakupan 
variabel ekonomi dan mengelompokkan negara berdasarkan tingkat ekonominya untuk 
mendapatkan gambaran pengaruh yang lebih jelas. 

 

Kata kunci : efektivitas pemerintah, penegakan hukum, pengendalian korupsi, kualitas 
regulasi, e-filing, kepatuhan pajak, Asia Pasifik. 

 



ABSTRACT 

The Effect of Government Effectiveness, Rule of Law, Control of Corruption, Regulatory 
Quality and e-Filing on Tax Compliance 

By 

RIA PRASETYANTI 

This study aims to examined the effect of good governance through government 
effectiveness, rule of law, control of corruption, regulatory quality, and e-filing usage on tax 
compliance in Asia Pacific countries. The issue of tax compliance is relevant considering the 
low average tax compliance in Asia Pacific (19.1%) compared to OECD countries (33.5%) in 
2020. This study updates previous studies by adding regulatory quality and e-filing variables. 

This study uses a quantitative approach with panel data analysis on countries in the 
Asia Pacific region for the period 2010-2020. Sample selection was carried out using the 
purposive sampling method, based on the availability of data on government effectiveness, rule 
of law, control of corruption, and regulatory quality from the Worldwide Governance 
Indicators (WGI), tax ratio data to GDP from the OECD, and e-filing usage date data from the 
Global e-Government Systems Database. Data were analyzed using the Fixed Effect Model 
(FEM) approach. 

The results of the study show that government effectiveness and rule of law do not have 
a significant effect on tax compliance, indicating that tax compliance is more of an individual 
awareness. Regulatory quality is also found to have no significant negative effect on tax 
compliance, which can be explained by an easy and efficient tax administration system and 
taxpayers' internal motivation. Interestingly, control of corruption has a significant negative 
effect on tax compliance, possibly influenced by the low value of corruption control in most 
developing countries in Asia Pacific. In contrast, e-filing is proven to have a significant positive 
effect on tax compliance, indicating that good use of e-filing can improve tax convenience and 
compliance. 

This study implies that although some aspects of governance have an influence, tax 
compliance is greatly influenced by taxpayer awareness, ease of administration system, and 
response to economic conditions and special policies such as during the pandemic. Further 
research is suggested to expand the scope of economic variables and group countries based 
on their economic level to get a clearer picture of the influence. 

Keywords : government effectiveness, rule of law, control of corruption, regulatory quality, 
e-Filing, tax compliance, Asia Pacific. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

1.1. Latar Belakang 

Penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh tata kelola pemerintahan yang baik 

terhadap kepatuhan pajak yang diukur melalui efektivitas pemerintahan, penegakan 

hukum, pengendalian korupsi, kualitas regulasi serta penggunaan e-filing. Issue 

kepatuhan pajak ini menjadi penting dibahas, mengingat masih rendahnya rata-rata 

kepatuhan pajak negara Asia Pasifik pada tahun 2020 yang sebesar 19,1% jika 

dibandingkan dengan rata-rata kepatuhan pajak negara OECD pada tahun 2020 

yang sebesar 33,5% (OECD, 2022).  

 

Laporan Revenue Statitics in Asia and The Pasific dari Organization for Economic 

Co-operation and Development (OECD, 2022) melaporkan pada tahun 2020 terjadi 

penurunan rasio pajak sebagian besar negara-negara di Asia Pasifik dibandingkan 

dengan rasio pajak tahun sebelumnya selama dekade terakhir. Asia Pasifik 

merupakan kawasan yang paling dinamis dan kuat dalam ekonomi global, bahkan 

kawasan ini dinilai sebagai pusat perekonomian dunia. Hal ini menyebabkan 

kegiatan ekonomi pada Asia Pasifik akan berdampak pada bagian dunia lainnya. 

Ada 28 (dua puluh delapan) negara yang termasuk pada kawasan Asia Pasifik. 

Asian Development Bank (ADB, 2022) menyatakan keberhasilan kawasan Asia 

Pasifik dari pengaruh Pandemi COVID-19 yang dibuktikan dengan adanya 

pertumbuhan perdagangan sebesar 3 persen pada tahun 2020 jika dibandingkan 

dengan periode yang sama pada tahun sebelumnya. Perdagangan antara Asia 

mencapai 58,5 persen dari total perdagangan kawasan pada 2020 dan merupakan 

perdagangan yang tertinggi dalam tiga dekade.  
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Selain hal tersebut di atas, penelitian ini dilatarbelakangi oleh terbatasnya penelitian 

tentang kepatuhan pajak selama satu dekade terakhir yang dilihat melalui perspektif 

tata kelola pemerintahan yang baik. Saat ini, kepatuhan pajak dapat tercermin dari 

rasio pajak yaitu perbandingan penerimaan pajak terhadap Produk Domestik Bruto 

(Marselina, 2019). Semakin tinggi rasio pajak sebuah negara maka diindikasikan 

semakin tinggi juga kepatuhan pajak di negara tersebut. Produk Domestik Bruto 

sendiri merupakan indikator pertumbuhan ekonomi sebuah negara yang 

menyatakan jumlah produksi barang dan jasa yang dihasilkan pada negara tersebut 

dalam kurun waktu tertentu. Tata kelola pemerintahan yang baik berpengaruh 

terhadap kepatuhan pajak sejalan dengan Teori Klasik Keynes yang menyatakan 

bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh pemerintah (Azwar, 2016) dan hasil 

penelitian Marselina (2019) yang menyatakan tata kelola pemerintahan yang baik 

berpengaruh secara positif terhadap pertumbuhan ekonomi. 

 

Gambar 1. Kepatuhan Pajak Negara Asia Pasifik Tahun 2020 

 

Sumber : OECD (2022) 

 

Berdasarkan data pada Gambar 1, pada tahun 2020 hanya 12 negara saja yang 

memiliki kepatuhan pajak di atas rata-rata negara Asia Pasifik yang sebesar 19,1% 

dari 28 negara yang berada di kawasan Asia Pasifik (OECD, 2022). Indonesia 

tercatat sebagai negara peringkat ketiga terbawah kepatuhan pajaknya pada tahun 

2020 dengan nilai kepatuhan pajak sebesar 10,1%. Kepatuhan pajak Indonesia 

tahun 2020 merupakan kepatuhan pajak terendah sejak tahun 2007 serta mengalami 
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penurunan sebesar 1,5 poin jika dibandingkan kepatuhan pajak pada tahun 2019. 

Kepatuhan pajak Indonesia pada tahun 2020 jika dibandingkan dengan kepatuhan 

pajak 2007 menurun 2,1 poin, yaitu dari 12,2% ke 10,1%. Sementara kepatuhan 

pajak tertinggi Indonesia dari tahun 2007 sampai dengan 2020 adalah 13% pada 

tahun 2018 dan terendah adalah 10,1% pada tahun 2020. 

 

  

 

Sumber : OECD (2022) 

 

Berdasarkan data pada Gambar 2, diketahui evolusi tingkat kepatuhan pajak 

menurun di 15 dari 28 negara Asia Pasifik antara tahun 2010 sampai dengan tahun 

2020, sementara 13 negara mengalami peningkatan selama periode ini. Penurunan 

terbesar antara 2010 dan 2020 diamati di Fiji (-5,1%), Bhutan (-5,2%), Papua New 

Guinea (-5.3%), Cook Island (-7,2%), dan Kazakhstan (-9.7%). Sementara 

kepatuhan pajak di Kazakhstan, Papua Nugini, dan Bhutan terkena dampak 

penurunan harga sumber daya alam antara 2010 dan 2020, penurunan kepatuhan 

pajak di Fiji selama periode ini disebabkan oleh Pandemi COVID-19. Sepanjang 

periode yang sama, peningkatan terbesar dalam kepatuhan pajak terlihat di 

Maladewa (10,1%) dan Kamboja (12,9%). Samoa, Korea dan Jepang juga 

melaporkan peningkatan lebih besar dari 5% antara tahun 2010 dan 2020. 
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Menurut OECD (2022) negara-negara Asia Pasifik mempraktikkan tata kelola 

pemerintahan yang baik untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, mengejar 

ketertinggalan, dan mewujudkan poros ekonomi baru. Penelitian tentang kepatuhan 

pajak selama dekade terakhir dilakukan berdasarkan perspektif respon wajib pajak 

atas pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, reward perpajakan, tarif pajak, tax 

morale, pendapatan wajib pajak, tingkat pengetahuan perpajakan wajib pajak, dan 

kondisi demografi sebuah negara (Alm, 2019). Sementara itu belum banyak 

ditemukan penelitian pajak yang menyelidiki perspektif tata kelola pemerintahan 

yang diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat yang kemudian akan 

meningkatkan kepatuhan pajak (Marselina, 2019). 

 

Kepercayaan warga negara atas tata kelola pemerintahan yang baik dapat 

meningkatkan kepatuhan pajak (World Bank, 2017). Menurut Slemrod (2018) 

Sikap pembayar pajak terhadap pemerintah sebagai otoritas pemungut pajak dapat 

mempengaruhi kepatuhan pajak. International Monetary Fund (2015) menyatakan 

bahwa memperkuat kepatuhan pajak telah menjadi prioritas bagi negara-negara 

maju dan berkembang sejak krisis keuangan 2008. Meningkatkan kepatuhan pajak 

telah lama menjadi tujuan utama pembangunan sebuah negara, baik untuk 

meningkatkan pendapatan atau penerimaan negara maupun untuk membangun 

masyarakat yang kuat dan institusi yang terpercaya. 

 

Tata kelola pemerintahan yang baik merupakan syarat bagi pembangunan ekonomi 

di suatu negara dan sebagai cerminan kinerja pemerintah untuk membangun 

demokrasi melalui transparansi, akuntabilitas, keterbukaan, dan partisipasi publik 

(AyukAko, 2017). Jika masyarakat percaya dan puas dengan pemerintah dalam hal 

penyediaan infrastruktur dan barang-barang berkualitas lainnya, penegakan hukum 

yang adil, dan upaya menghormati tindakan pengendalian korupsi, masyarakat akan 

terdorong untuk membayar pajak (Slemrod, 2018). 

 

Menurut United Nations Development Programme (2016) tata kelola pemerintahan 

yang baik memiliki enam prinsip, yaitu legitimasi, hak berpendapat, transparansi 

dan akuntabilitas serta kinerja dan keadilan. Ini adalah kerangka dimana semua 
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pihak, baik swasta, lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan semua warga negara 

dapat berperan aktif dalam pembangunan yang kemudian akan mendorong 

tumbuhnya kepercayaan bisnis dan kepercayaan publik. Menurut World Bank 

(2017) tata kelola pemerintahan yang baik memiliki empat dimensi kunci, yaitu 

efektivitas pemerintah, penegakan hukum, pengendalian korupsi, dan kualitas 

regulasi. 

 

Efektivitas pemerintah menurut Demarani (2018) adalah ukuran kualitas pelayanan 

publik, kualitas pelayanan sipil dan tingkat independensi dari tekanan politik, 

kualitas formulasi dan implementasi kebijakan, serta kredibilitas komitmen 

pemerintah terhadap kebijakan tersebut. Aizenman et al. (2019) menemukan bahwa 

rasio pajak di Asia berkorelasi positif dengan efektivitas pemerintah dan kualitas 

kelembagaan. Hasil penelitian Aizenman et al. (2019) menyebutkan bahwa di 

negara-negara Asia, semakin tinggi efektivitas pemerintah maka semakin tinggi 

pula rasio pajaknya. Hal ini berbeda dengan hasil penelitian Marselina (2019) yang 

menyatakan efektivitas pemerintah secara parsial tidak berpengaruh terhadap rasio 

pajak pada 30 negara  maju dan berkembang. 

 

Berdasarkan World Development Report 2017: Governance and the Law (World 

Bank, 2017) diketahui bahwa warga negara harus bersedia untuk mematuhi dan 

bekerja sama untuk mengumpulkan pajak yang diperlukan pada suatu negara. 

Komitmen kerjasama dapat ditingkatkan dengan adanya penegakan hukum yang 

kredibel dan konsisten. Penegakan hukum adalah ukuran sejauh mana seseorang 

menegakkan hukum atau mematuhi aturan masyarakat. Hasil penelitian Marselina 

(2019) dan Slemrod (2018) menemukan adanya hubungan positif antara penegakan 

hukum terhadap kepatuhan pajak. Apabila terjadi peningkatan kepatuhan 

masyarakat terhadap hukum atau aturan yang ada maka akan terjadi pula 

peningkatan kepatuhan pajak. 
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Pengendalian korupsi menurut World Bank (2017) yaitu ukuran sejauh mana 

kekuasaan dimanfaatkan untuk kepentingan pribadi dan untuk melakukan korupsi.  

Menurut Marselina (2019) dan Slemrod (2018), pengendalian korupsi berpengaruh 

secara positif terhadap kepatuhan pajak. Pengendalian korupsi yang dilakukan oleh 

pemerintah akan meningkatkan kesadaran masyarakat untuk membayar pajak, 

dalam hal ini akan meningkatkan kepatuhan pajak. Hal ini didukung dengan 

penelitian Syadullah et al. (2019) yang menemukan hubungan positif antara upaya 

pengendalian korupsi terhadap penerimaan pajak di negara ASEAN dan hasil 

penelitian Gupta (2007) yang menemukan hubungan positif antara pengendalian 

korupsi terhadap penerimaan pajak di negara berkembang. Sementara itu, hasil 

penelitian Bird et al. (2008) menemukan upaya pengendalian korupsi berpengaruh 

positif terhadap penerimaan pajak di negara berkembang dan negara maju. 

 

Kualitas regulasi menurut Demarani (2018) merupakan ukuran kemampuan 

pemerintah untuk merumuskan dan melaksanakan kebijakan serta peraturan dan 

kemampuan mempromosikan pengembangan sektor swasta sebagai upaya 

mendorong pertumbuhan ekonomi. Peneliti belum menemukan penelitian terdahulu 

yang menguji pengaruh kualitas regulasi sebagai elemen tata kelola pemerintahan 

terhadap kepatuhan pajak. Tetapi hasil penelitian Demarani (2018) menunjukkan 

adanya hubungan negatif antara rasio pajak dengan pertumbuhan ekonomi dan 

hubungan positif antara kualitas regulasi dengan pertumbuhan ekonomi. Melalui 

penelitian ini diharapkan dapat menemukan pengaruh antara kualitas regulasi 

terhadap kepatuhan pajak. 

 

Biaya kepatuhan pajak yang tinggi karena peraturan yang tidak praktis akan 

menghalangi investasi, mendorong penggelapan pajak, dan melemahkan 

pertumbuhan ekonomi (Alm, 2019; Bayar, 2016; Bird et al., 2008). Penerapan e-

government atau penggunaan teknologi informasi dan komunikasi oleh pemerintah 

berupa e-filing dapat mengurangi biaya kepatuhan pajak tersebut. Kochanova et al. 

(2020) dalam penelitiannya tentang apakah e-government dapat meningkatkan 

kapasitas pemerintah yang diukur dari biaya kepatuhan pajak dan penerimaan pajak 



7 
 

 
 

menemukan bahwa penggunaan e-filing sebagai bentuk penerapan e-government 

mengurangi biaya kepatuhan pajak serta menaikkan rasio pajak. 

 

Penelitian ini merujuk kepada penelitian Marselina (2019), Aizenman et al. (2019), 

Slemrod (2018), Demarani (2018), AyukAko (2017), Bayar (2016), Young et al. 

(2016), Syadullah et al. (2019), Bird et al. (2008), Gupta (2007), dan Kochanova et 

al. (2020) yang menguji pengaruh tata kelola pemerintahan yang baik terhadap 

kepatuhan pajak yang diukur melalui beberapa dimensi kunci tata kelola 

pemerintahan yang baik sesuai dengan World Development Report: Governance 

and The Law (World Bank, 2017). Penelitian ini berbeda dengan penelitian 

sebelumnya karena peneliti menambahkan dua variabel lagi yaitu kualitas regulasi 

dan e-filing. Penerapan e-government sebagai wujud tata kelola pemerintahan yang 

baik pada era disrupsi digital dalam pemberian pelayanan perpajakan kepada wajib 

pajak melalui e-filing. Hal ini sejalan dengan tujuan e-filing yaitu untuk 

memberikan kepastian hukum, meningkatkan pelayanan, dan menyesuaikan sistem 

administrasi perpajakan dengan perkembangan teknologi informasi dan 

komunikasi sesuai Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-01/PJ/2017 

Tentang Penyampaian Surat Pemberitahuan Elektronik. 

 

Keterbaruan penelitian ini dibandingkan penelitian sebelumnya yaitu 

menambahkan dimensi kunci tata kelola pemerintahan yang baik berupa kualitas 

regulasi serta penerapan e-government berupa e-filing untuk melihat pengaruhnya 

terhadap kepatuhan pajak. Melalui regulasi yang berkualitas seharusnya dapat 

meningkatkan kepercayaan wajib pajak dalam hal ini masyarakat terhadap 

pemerintah yang secara tidak langsung akan meningkatkan juga kepatuhan 

pajaknya. Sementara melalui penerapan e-filing sebagai perwujudan tata kelola 

pemerintahan yang baik pada era disrupsi digital saat ini diharapkan terdapat 

peningkatan kualitas pelayanan pemerintah terhadap masyarakat yang seharusnya 

secara tidak langsung akan meningkatkan juga kepatuhan pajaknya. Berdasarkan 

hal tersebut, maka penulis mengambil penelitian yang berjudul “Pengaruh 

Efektivitas Pemerintah, Penegakan Hukum, Pengendalian Korupsi, Kualitas 

Regulasi dan e-Filing Terhadap Kepatuhan Pajak”. 
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1.2. Perumusan Masalah 

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka perumusan masalah pada 

penelitian kali ini adalah sebagai berikut: 

1. Apakah efektivitas pemerintah berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak? 

2. Apakah penegakan hukum berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak? 

3. Apakah pengendalian korupsi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak? 

4. Apakah kualitas regulasi berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak? 

5. Apakah e-filing berpengaruh positif terhadap kepatuhan pajak? 

 

1.3. Tujuan Penelitian 

Berdasarkan perumusan masalah diatas, maka tujuan yang ingin dicapai dari 

penelitian ini adalah sebagai berikut: 

1. Menguji pengaruh efektivitas pemerintah terhadap kepatuhan pajak. 

2. Menguji pengaruh penegakan hukum terhadap kepatuhan pajak. 

3. Menguji pengaruh pengendalian korupsi terhadap kepatuhan pajak. 

4. Menguji pengaruh kualitas regulasi terhadap kepatuhan pajak. 

5. Menguji pengaruh e-filing terhadap kepatuhan pajak. 

 

1.4. Manfaat Penelitian 

1.4.1. Manfaat Teoritis 

Penelitian ini diharapkan dapat mengonfirmasi teori kepatuhan (compliance theory) 

dan teori keagenan dalam menjelaskan pengaruh efektivitas pemerintah, penegakan 

hukum, pengendalian korupsi, kualitas regulasi, dan e-filing terhadap kepatuhan 

pajak. 

 

1.4.2. Manfaat Empiris 

Penelitian ini diharapkan dapat melengkapi bukti empiris penelitian sebelumnya 

dan memberikan keterbaruan penelitian terhadap kepatuhan pajak dilihat dari 

perspektif tata kelola pemerintahan berupa efektivitas pemerintah, penegakan 

hukum, pengendalian korupsi, dan kualitas regulasi serta e-filing sebagai variabel 
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independennya. Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat digunakan untuk 

meningkatkan pengetahuan tentang analisis kepatuhan pajak. 

 

1.4.3. Manfaat Praktis 

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan maupun saran bagi 

pemerintah dan otoritas pajak dalam membuat kebijakan sebagai upaya 

peningkatan kepatuhan pajak. Bagi kalangan akademis, penelitian ini diharapkan 

dapat memberikan sumbangan pemikiran dan acuan untuk penelitian khususnya 

mengenai kepatuhan pajak. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

BAB II 

LANDASAN TEORI 

 

2.1. Teori Kepatuhan (Compliance Theory) 

Teori kepatuhan (compliance theory) merupakan teori yang dicetuskan oleh Stanley 

Milgram (1963) yang menjelaskan suatu kondisi dimana seseorang taat terhadap 

perintah atau aturan yang telah ditetapkan. Kepatuhan pajak merupakan suatu 

ukuran sejauh mana seseorang atau organisasi mematuhi peraturan pajak dan 

hukum pajak di negaranya (Young et al., 2016). Kepatuhan pajak merupakan faktor 

kunci penerimaan pajak bagi sebuah negara karena semakin besar tingkat 

kepatuhan pajak, maka semakin besar pula penerimaan pajak sebuah negara. Oleh 

karena itu, penerimaan pajak mempunyai peranan yang penting dalam 

pembangunan negara yang digunakan untuk pembangunan ekonomi berkelanjutan 

dan untuk membiayai pengeluaran lain seperti program sosial maupun investasi 

infrastruktur. 

 

Kepatuhan pajak bukan merupakan hal yang sederhana untuk dilakukan karena 

banyak faktor yang mempengaruhi wajib pajak dalam menaati peraturan pajak. 

Penelitian tentang kepatuhan pajak selama dekade terakhir dilakukan berdasarkan 

perspektif respon wajib pajak atas pemeriksaan pajak, sanksi perpajakan, reward 

perpajakan, tarif pajak, tax moral, pendapatan, tingkat pengetahuan perpajakan 

wajib pajak, dan kondisi demografi sebuah negara (Alm, 2019). Sementara itu 

beberapa studi pajak lainnya menyelidiki perspektif tata kelola pemerintahan yang 

diperlukan untuk mendapatkan kepercayaan masyarakat yang kemudian akan 

meningkatkan kepatuhan pajak (Marselina, 2019). 
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Kepatuhan pajak dapat dilihat berdasarkan rasio pajak, yaitu perbandingan antara 

jumlah penerimaan pajak dibandingkan dengan Produk Domestik Bruto (PDB) 

suatu negara dalam persen. Rasio pajak menunjukkan sejauh mana kemampuan 

pemerintah untuk mengumpulkan penerimaan pajak atau menyerap kembali produk 

domestik bruto masyarakat dalam bentuk pajak. Semakin tinggi rasio pajak suatu 

negara maka semakin baik juga kinerja pemungutan pajak sebuah negara atau 

semakin baik pula kepatuhan pajaknya (Djankov et al., 2006). 

 

2.2. Teori Keagenan 

Jensen dan Meckling (1976) mendefinisikan hubungan agensi sebagai suatu 

kontrak yang mana principal selaku pemilik mempekerjakan orang lain sebagai 

agent atau agen untuk melakukan sejumlah jasa sesuai dengan keinginan mereka 

yang di dalamnya termasuk pendelegasian kekuasaan kepada agen untuk 

mengambil keputusan dalam menjalankan perusahaan. Baik agen maupun pemilik 

akan memaksimalkan utilitasnya masing-masing sehingga dapat terjadi kondisi 

dimana seorang agen tidak bekerja secara maksimal untuk kepentingan pemilik 

melainkan kepentingan pribadinya. 

 

Eisenhardt (1989) menyatakan bahwa teori keagenan menggunakan tiga asumsi 

dasar sifat manusia yaitu; (1) manusia pada umumnya mementingkan diri sendiri 

(self interest); (2) manusia memiliki daya pikir terbatas mengenai masa yang akan 

datang (bounded rationality); (3) manusia selalu menghindari risiko (risk averse). 

Berdasarkan asumsi sifat dasar manusia tersebut maka dapat diduga pemerintahan 

dalam mengelola negara akan cenderung memiliki sifat oportunistik atau bertindak 

untuk mencapai kepentingan diri sendiri. Pemerintah sebagai pengelola negara 

memiliki informasi yang lebih mengenai keadaan negara dan prospek negara jika 

dibandingkan dengan rakyatnya. 
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2.3. Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Government Governance) 

Menurut United Nations Development Program (UNDP) dalam dokumen “Human 

Development for Everyone” (2016), tata kelola pemerintahan yang baik memiliki 

enam prinsip, yaitu legitimasi, hak berpendapat, transparansi dan akuntabilitas serta 

kinerja dan keadilan. Ini adalah kerangka dimana semua pihak, baik pihak swasta 

maupun lembaga swadaya masyarakat (LSM), dan semua warga negara dapat 

berperan aktif dalam pembangunan yang kemudian akan mendorong tumbuhnya 

kepercayaan bisnis dan kepercayaan publik.  

 

Hubungan antara pemerintah dengan rakyatnya juga merupakan salah satu bentuk 

hubungan keagenan yaitu pemerintah merupakan agen yang melakukan tindakan 

untuk kepentingan prinsipal agar pemerintah bertindak optimal untuk 

memakmurkan rakyat. Tindakan pengelolaan negara oleh pemerintah ini kemudian 

membutuhkan kontrol dan pengawasan dari pemilik, dalam hal ini rakyat yang 

bertindak selaku pemilik sumber daya modal. 

 

Tata kelola pemerintahan yang baik di Indonesia menurut Lembaga Administrasi 

Negara (LAN, 2000) dalam kajiannya menyebutkan bahwa pemerintahan yang baik 

memiliki sembilan aspek sebagai berikut: 

a. Partisipasi, yaitu setiap warga negara tanpa memandang gender memiliki 

hak suara yang sama dalam proses pengambilan keputusan secara langsung 

atau tidak langsung melalui lembaga perwakilan sesuai aspirasi dan 

kepentingan masing-masing; 

b. Penegakan hukum, yaitu adanya kerangka aturan hukum dan perundang-

undangan yang harus berkeadilan, ditegakkan, dan dipatuhi secara utuh 

terutama aturan hukum tentang hak asasi manusia; 

c. Transparansi, yaitu adanya kebebasan dalam mendapatkan informasi; 

d. Responsif, yaitu setiap institusi dan prosesnya harus diarahkan pada upaya 

untuk melayani berbagai pihak yang berkepentingan atau stakeholdernya; 
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e. Orientasi konsesus, yaitu pemerintahan yang baik akan bertindak sebagai 

penengah bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai 

konsesnsus yang terbaik bagi masing-masing pihak dan jika dimungkinkan 

juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang 

ditetapkan oleh pemerintah; 

f. Kesetaraan, yaitu pemerintah memberikan kesempatan yang sama bagi tiap 

warganya tanpa membeda-bedakan berdasarkan golongan tertentu demi 

peningkatan dan pemeliharaan kualitas hidupnya; 

g. Efektivitas, yaitu setiap proses kegiatan dan kelembagaan diarahkan untuk 

menghasilkan sesuatu yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan melalui 

pemanfaatan berbagai sumber yang tersedia dengan sebaik-baiknya; 

h. Akuntabilitas, yaitu para pengambil keputusan baik sektor publik, swasta, 

dan masyarakat madani memiliki pertanggungjawaban kepada masyarakat 

umum sebagaimana mestinya sebagai pemilik kepentingan (stakeholder); 

dan 

i. Visi strategis, yaitu para pemimpin memiliki perspektif yang luas dan 

jangka panjang tentang penyelenggaraan pemerintahan yang baik, 

pembangunan manusia bersamaan dengan dirasakannya kebutuhan untuk 

pembangunan tersebut. 

 

Kaufmann et al. (2011) melalui Worlwide Governance Indicator mengungkapkan 

bahwa tata kelola pemerintahan yang baik memiliki beberapa dimensi kunci, yaitu 

efektivitas pemerintah, penegakan hukum, pengendalian korupsi, dan kualitas 

regulasi. Tata kelola pemerintahan selanjutnya dikelompokkan menjadi tiga 

kelompok yaitu (1) proses bagaimana pemerintah dipilih, (2) dipantau, dan (3) 

diganti. Kelompok pertama ini merupakan cerminan partisipasi yang kemudian 

diturunkan dalam dua indikator, yaitu tingkat demokrasi atau kebebasan 

berpendapat dan stabilitas politik. Kelompok kedua mengenai kapasitas pemerintah 

untuk merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan secara efektif dan 

transparansi dan hal ini mencerminkan adanya transparansi yang ditunjukkan 

dengan kualitas regulasi, dan yang terakhir adalah institusi pemerintah yang 

mengatur interaksi ekonomi dan sosial untuk meningkatkan kesejahteraan 
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masyarakat yang mencerminkan akuntabilitas pemerintah yang berisi indikator 

efektivitas pemerintahan dan aturan hukum. 

 

2.4. Efektivitas Pemerintah 

Efektivitas pemerintah merupakan ukuran keberhasilan atau kualitas kebijakan 

pemerintah demi mencapai tujuan yang telah ditetapkan (Duho et al., 2020). 

Efektivitas pemerintah merupakan isu yang menjadi perhatian bagi dua pihak, yaitu 

pemerintah dan masyarakat. Hal ini sejalan dengan empat prinsip dasar dari tata 

kelola menurut Sutedi (2011), yaitu transparansi, akuntabilitas, kesetaraan, dan 

keberlangsungan. Oleh Bank Dunia melalui indeks WGI (Worlwide Governance 

Indicator) efektivitas pemerintah menjadi salah satu dari empat dimensi kunci tata 

kelola pemerintahan yang baik. Pemerintah yang efektif dapat dilihat melalui 

bagaimana persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan publik, kualitas layanan 

sipil dan tingkat independensinya dari tekanan politik, kualitas formulasi dan 

implementasi kebijakan, dan kredibilitas komitmen pemerintah terhadap kebijakan 

tersebut (Kaufmann et al., 2011). 

 

Bank Dunia melalui Worlwide Governance Indicators (World Bank, 2017) 

menyatakan bahwa pemerintah yang efektif adalah pemerintah yang memiliki enam 

unsur sebagai berikut: 

a. Partisipatif membangun konsensus, yaitu pemerintah yang efektif 

melibatkan berbagai pihak dalam proses pengambilan keputusan, termasuk 

masyarakat serta memastikan kebijakan yang dihasilkan relevan dan 

didukung oleh masyarakat; 

b. Responsif, yaitu pemerintah harus mampu merespon kebutuhan dan aspirasi 

masyarakat serta proaktif dalam mencari solusi atas masalah yang dihadapi 

dan mampu beradaptasi dengan perubahan situasi; 

c. Transparan, efektif, dan efisien, yaitu pemerintah harus terbuka dalam 

memberikan informasi kepada publik tentang kebijakan dan kinerja 

pemerintah serta memastikan bahwa kebijakan yang dibuat efektif dalam 



15 
 

 
 

mencapai tujuan yang diinginkan dan efisien dalam penggunaan sumber 

daya; 

d. Memiliki kesetaraan, yaitu pemerintah harus memastikan bahwa semua 

orang memiliki akses yang sama terhadap hak-hak dasar dan kesempatan 

yang artinya pemerintah harus memerangi diskriminasi dan memastikan 

bahwa semua orang dilayani secara adil; 

e. Bertanggungjawab, yaitu pemerintah harus bertanggung jawab atas 

tindakan dan kebijakan yang diambil serta harus mampu menjelaskan 

keputusan yang diambil dan siap menerima kritik serta sanksi jika 

melakukan kesalahan; dan 

f. Memiliki visi strategis, yaitu pemerintah harus memiliki visi jangka panjang 

yang jelas dan terukur tentang bagaimana negara atau daerah akan 

berkembang, dimana visi tersebut menjadi dasar bagi pembuatan kebijakan 

dan perencanaan pembangunan. 

 

Secara keseluruhan, enam unsur ini menggambarkan pemerintah yang tidak hanya 

efektif dalam menjalankan tugasnya, tetapi juga mampu menciptakan lingkungan 

yang kondusif bagi pertumbuhan ekonomi dan pembangunan sosial yang 

berkelanjutan. Konsep good governance menekankan pada pengelolaan sumber 

daya dan kebijakan pemerintah yang solid, akuntabel, dan efisien, serta berkeadilan 

bagi semua pihak, yang sejalan dengan unsur-unsur yang disebutkan dalam 

pernyataan Bank Dunia.  

 

Bank Dunia menyebutkan beberapa indikator tentang pemerintahan yang efektif 

antara lain berdasarkan kondisi sumber daya yang dimiliki seperti kondisi air 

bersih, kualitas primer pendidikan, kepuasan terhadap sarana dan prasarana 

transportasi, kepuasan terhadap sistem pendidikan, tingkat kecukupan atas jasa 

kesehatan dan listrik, kualitas birokrasi atau efektivitas institusi, kemampuan 

negara untuk menghadapi risiko emergensi (seperti krisis ekonomi, kebutuhan 

pangan, dan penanganan terhadap bencana), stabilitas politik, dan kualitas 

administrasi publik seperti anggaran dan manajemen keuangan pemerintah. 
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2.5. Penegakan Hukum 

Penegakan hukum atau rule of law adalah konsep negara hukum yang memiliki arti 

bahwa hukum memegang kedudukan tertinggi dalam penyelenggaraan suatu 

negara. Dicey (1982) mengungkapkan ada tiga unsur penting dalam penegakan 

hukum sebagai berikut: 

a. Supremasi hukum (supremacy of law) yang berarti hukum dapat melindungi 

seluruh warga masyarakat tanpa ada intervensi dari pihak mana pun dengan 

cara menegakkan dan menempatkan hukum di posisi tertinggi, setiap orang 

baru dapat dikenakan sanksi hukum manakala yang bersangkutan 

melakukan pelanggaran; 

b. Persamaan di mata hukum (equality before the law) yang berarti setiap 

warga masyarakat memiliki kedudukan yang sama di mata hukum; dan 

c. Proses hukum adil dan tidak memihak (due process of law) yang berarti 

bahwa adanya jaminan bahwa setiap warga masyarakat dapat diproses 

hukum sesuai prosedur yang berlaku, dalam hal ini proses hukum yang adil 

dan tidak memihak, layak, dan benar. 

 

Bank Dunia melalui Worlwide Governance Indicators (World Bank, 2017)  

menyebutkan penegakan hukum sebagai salah satu dari dimensi kunci tata kelola 

pemerintahan yang baik dengan beberapa indikator antara lain: 

a. Perampasan, yaitu risiko bahwa negara atau otoritas politik berdaulat 

lainnya akan merampas, mengambil alih, menasionalisasi, atau menyita aset 

perusahaan swasta, baik dalam maupun luar negeri; 

b. Perubahan kontrak negara, yaitu risiko bahwa pemerintah atau badan negara 

mengubah ketentuan, membatalkan secara langsung, atau membuat frustrasi 

(biasanya melalui penundaan) kontrak yang dimilikinya dengan pihak 

swasta tanpa proses hukum; 

c. Penegakan kontrak, yaitu risiko bahwa sistem peradilan tidak akan 

menegakkan perjanjian kontrak antara entitas sektor swasta, baik dalam atau 

luar negeri, karena inefisiensi, korupsi, bias, atau ketidakmampuan 

menegakkan putusan secara cepat dan tegas; 
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d. Kealdila ln altalupun kecepalta ln proses peraldilaln; 

e. Keya lkinaln paldal kepolisialn daln proses pera ldilaln; da ln 

f. Kemalmpua ln pralktis a ldministralsi untuk memba ltalsi alda lnyal talx evalsion alta lu 

penggela lpaln paljalk. 

 

 

2.6. Pengendallia ln Korupsi 

Liu (2016) menjela lskaln korupsi sebalga li bentuk penyallalhgunalaln jalbaltaln publik 

untuk kepentinga ln priba ldi altalu albuse of public power for priva lte benefit. Korupsi 

merusalk taltalnaln hidup malsyalralkalt sehinggal menyebalbka ln terja ldinyal ketidalkaldilaln 

da ln merusa lk kesejalhteralaln malsyalralkalt sertal pemba lngunaln sebualh negalral. Tindalk 

pidalnal korupsi di Indonesia l berdalsalrka ln Unda lng-Undalng Nomor 31 Ta lhun 1999 

seba lgalimalnal teralkhir tela lh diperba lrui denga ln Undalng-Unda lng Nomor 20 Talhun 

2001 tenta lng Pemberalntalsaln Tindalk Pidalna l Korupsi menyebutka ln balhwal tindalk 

pidalnal korupsi setidalknya l halrus menga lndung empalt unsur seba lga li berikut: 

a. Perbualta ln melalwaln hukum, yalitu tinda lkaln tersebut halrus bertenta lngaln 

dengaln hukum daln tidalk sesuali dengaln norma l-normal yalng berla lku; 

b. Penyalla lhgunalaln wewena lng, kesempaltaln, alta lu salralnal, yalitu tindalkaln yalng 

dila lkukaln oleh oralng yalng memiliki wewenalng, kesempa ltaln, altalu sa lralnal, 

nalmun digunalkaln untuk kepentinga ln pribaldi alta lu kelompok, buka ln untuk 

kepentinga ln umum; 

c. Melalngga lr baltals-balta ls hukum da ln perkalyal diri sendiri, ora lng la lin, altalu 

korporalsi, yalitu memperka lya l diri sendiri, ora lng lalin, a ltalu korporalsi melallui 

calral yalng tidalk salh; daln 

d. Merugikaln keualngaln a ltalu perekonomialn nega lral, yalitu menyeba lbkaln 

kerugia ln balgi keualnga ln negalral alta lu perekonomialn negalral, balik seca lral 

lalngsung malupun tida lk la lngsung. 

 

Jenis tindalk pidalna l korupsi berda lsa lrkaln Worlwide Governa lnce Indica ltors di 

a lntalra lnyal aldallalh memberi alta lu menerimal haldialh altalu jalnji (penyualpaln), 

penggela lpaln da llalm ja lbaltaln, pemeralsaln dallalm jalbalta ln, ikut sertal dalla lm pengalda laln 

(ba lgi pegalwali negeri/penyelengga lral negalral), da ln menerimal graltifikalsi (ba lgi 
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pegalwali negeri/penyelengga lral nega lral). Dalla lm alrti yalng luals, korupsi aldallalh 

penyalla lhgunalaln jalbaltaln resmi untuk kepentinga ln pribaldi, dimalna l titik ujung 

korupsi a lda llalh kleptokra lsi ya lng beralrti bentuk korupsi politik da ln pemerinta lhaln 

oleh palral pencuri dimalnal tidalk aldal ya lng berpural-pural bertindalk jujur (World Bank, 

2017). 

 

Tingkalt pengendallialn korupsi mengukur seja luh malna l kekualsalaln publik diguna lkaln 

untuk kepentinga ln priva lt alta lu pribaldi, termalsuk dia lnta lralnyal aldallalh kepentingaln 

peraln elit daln tida lk melihalt nilalinyal berbentuk korupsi kecil a ltalu besalr. Hall inilalh 

ya lng menyebalbkaln pengendallialn korupsi menjaldi sallalh saltu dalri empa lt dimensi 

talta l kelola l pemerintalha ln ya lng balik menurut Ba lnk Dunia l. Tingkalt pengendallialn 

korupsi oleh Ba lnk Dunial melallui Worlwide Governa lnce Indica ltors mengukur 

tingkalt korupsi pegalwali publik, persepsi investor a lsing terhaldalp korupsi di nega lral 

tersebut, frekuensi pengguna laln “ualng pelicin”, jumla lh kalsus korupsi yalng a ldal 

hinggal pralktik-pra lktik tidalk tepalt pa ldal pelalyalnaln publik (World Bank, 2017).  

 

2.7. Kua llitals Regulalsi 

Regulalsi dibualt untuk kepentinga ln ralkyalt algalr kehidupa ln ralkyalt menjaldi lebih 

efektif daln efisien sertal untuk melindungi seluruh ra lkya lt dalla lm ralngka l mencipta lkaln 

kemalkmuraln ralkya lt. Silallahi (2020) menya ltalka ln balhwal permalsalla lhaln mengena li 

penyusuna ln daln pembentuka ln regulalsi salmpali sala lt ini menjaldi hall yalng penting 

a lgalr berhalsil mencipta lkaln regula lsi ya lng berkuallitals. Palda l pra lkteknya l seringkalli 

regulalsi yalng dibualt kua llitalsnyal tidalk sebalgus teori. Pembua lta ln regulalsi sela lin 

berdalsalrkaln teori jugal dipengalruhi oleh fa lktor politik daln kondisi-kondisi ekonomi 

(Wolk et al., 2017). Kondisi da ln falktor ekonomi ba lnyalk mempenga lruhi regulalsi 

seperti alda lnya l monopoli alta lu kalrtel perda lgalngaln. 

 

Kementeria ln  Perencalnala ln  Pembalngunaln  Nalsionall  Republik Indonesia l/Baldaln  

Perencalna laln  Pembalnguna ln  Nalsionall  (Kementeria ln  PPN/Ba lppenals) 

menyebutka ln balhwal peralturaln perunda lng-undalngaln bermalsallalh alda llalh peralturaln 

perundalng-undalnga ln yalng dallalm pengalturalnnyal ditemui hall-hall sebalga li berikut: 
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a. Konflik, yalitu kondisi dima lnal terda lpalt  pa lsa ll  altalu  ketentua ln  yalng  nyaltal-

nya ltal bertenta lngaln  denga ln  pera lturaln la linnyal,  balik  peralturaln  perundalng-

unda lngaln  yalng  lebih tinggi ma lupun ya lng sederaljalt; 

b. Multita lfsir, yalitu kondisi dima lnal terdalpalt ketidalkjela lsa ln paldal subyek daln 

obyek ya lng dialtur  sehingga l  menimbulkaln  ketidalkjela lsa ln  rumusaln  balhalsal  

(sulit  dimengerti)  da ln sistemaltika l penulisalnnyal; 

c. Inkonsisten, ya litu kondisi dima lnal terdalpa lt ketentualn altalu pengalturaln yalng 

tidalk konsisten da llalm saltu peralturaln perunda lng-unda lngaln besertal 

turunalnnyal; daln 

d. Tidalk operalsionall, yalitu kondisi dima lna l terda lpalt peralturaln yalng tidalk 

memiliki dalyal gunal, na lmun pera lturaln tersebut malsih berlalku altalu peralturaln 

tersebut belum memiliki pera lturaln pelalksalnal. 

 

Ba lnk Dunial melallui Worlwide Governa lnce Indica ltors (World Bank, 2017) 

menyebutka ln bebera lpal indikaltor tentalng kuallita ls regulalsi alntalral la lin pralktek 

persa lingaln usalhal ya lng tidalk sehalt, kontrol ha lrgal palsalr, diskrimina lsi talrif pa ljalk, 

regula ltory burden alta lu bebaln regulalsi, da ln inkonsistensi pa ljalk, yalitu denda l daln 

hukumaln alkaln dikenalkaln untuk ketida lkpaltuhaln terhalda lp pa ljalk tertentu yalng 

talmpa lk tidalk proporsiona ll alta lu dimalnipulalsi untuk tujua ln politik. 

 

2.8. e-Filing 

Peneralpaln teknologi informa lsi daln komunikalsi oleh pemerinta lh a ltalu yalng bialsal 

disebut dengaln e-government merupalka ln perwujudaln taltal kelolal pemerinta lhaln 

ya lng balik palda l era l disrupsi digitall sa lalt ini dengaln membentuk pemerintalhaln yalng 

bersih, tralnspalraln serta l menja lwa lb tuntutaln perubalha ln secalral efektif sesuali dengaln 

Instruksi Presiden Republik Indonesia l Nomor 3 Talhun 2003 tenta lng Kebija lkaln daln 

Stra ltegi Nalsiona ll Pengemba lngaln e-Government. Melallui e-government a lkaln 

terja ldi peningkaltaln kuallitals pelalyalnaln pemerinta lh terhaldalp malsyalralkalt daln pihalk 

swalstal kalrena l aldalnyal tra lnspalralnsi, peningka ltaln kontrol serta l peningkaltaln 

a lkuntalbilitals penyelengga lralaln pemerintalh.  
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Berikut ena lm  straltegi pemerinta lh dallalm penyusunaln e-government: 

a. Mengembalngka ln sistem pela lyalnaln yalng alndall, terpercalyal, serta l terja lngkalu 

malsyalralkalt luals. Ha ll tersebut sa llalh sa ltunyal dica lpali dengaln pemeralta laln 

jalringa ln komunikalsi (wilalya lh daln kuallitals) sertal pembentukaln portall 

informalsi pemerinta lhaln. 

b. Mena ltal sistem daln proses kerja l pemerinta lh daln pemerinta lh otonom seca lral 

holistik. Malksudnyal alda llalh persialpaln sumber dalyal malnusial dalla lm 

pemerintalha ln supalya l dalpalt segeral beraldalpta lsi dengaln sistem yalng sudalh 

mema lnfalaltkaln teknologi informa lsi daln komunika lsi. 

c. Memalnfala ltkaln teknologi informa lsi daln komunika lsi secalral optimall. 

Penya ljia ln informa lsi yalng lengkalp daln kealmalna ln tralnsa lksi lalya lnaln publik 

menja ldi hall utalmal dallalm pemalnfa laltaln teknologi informa lsi da ln komunikalsi. 

d. Meningkaltka ln pera ln serta l dunial usalhal da ln mengemba lngkaln industri 

telekomunika lsi da ln teknologi informa lsi. Peraln dunial usa lhal cenderung 

kepaldal palrtisipalsi dallalm pema lnfalaltaln e-government sehingga l pelalya lnaln 

publik tidalk sepenuhnya l dilalyalni pemerintalh. 

e. Mengembalngka ln kalpalsitals sumber da lyal ma lnusial pemerintalhaln diserta li 

dengaln peningka ltaln e-literalcy ma lsya lralkalt. 

f. Melalksalnalkaln pengembalnga ln seca lral sistemaltik melallui ta lha lpaln yalng 

reallistik daln terukur mela llui talha lpaln persia lpaln, pema ltalnga ln, pemalntalpaln, 

da ln pemalnfala ltaln. 

 

Contoh da lri penera lpaln e-government a lda llalh tersedialnya l pelalyalnaln terpa ldu dalri 

lemba lgal pemerinta lh kepalda l malsyalralka lt melallui sistem da lring altalu online, sallalh 

saltunyal ya litu electronic filing penyalmpa lialn sura lt pemberitalhualn daln pembalya lraln 

pa ljalk yalng bialsal disebut seba lgali e-filing. Kochanova et al. (2020) dallalm 

penelitia lnnyal tentalng alpalkalh e-government dalpalt meningkaltkaln kalpa lsitals 

pemerintalh ya lng diukur dalri bialyal kepaltuha ln paljalk da ln penerimala ln paljalk 

menemuka ln balhwal pengguna laln e-filing seba lgali bentuk penera lpaln e-government 

menguralngi bialyal kepaltuha ln pa ljalk serta l mena likkaln ralsio paljalk. Pengura lngaln bia lyal 

kepaltuha ln paljalk dalpalt terja ldi mela llui penurunaln walktu daln sumber da lyal yalng 
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dihalbiskaln pembalyalr paljalk untuk mengumpulka ln informalsi dallalm pela lporaln 

pa ljalk; menguralngi duplika lsi da ltal di berbalgali formulir pa lja lk, ya lng jugal 

menurunkaln kesalla lhaln dalla lm pengalrsipa ln; menguralngi walktu untuk mengirimka ln 

formulir pa ljalk daln menerima l pengemballialn paljalk; daln meminimallkaln interalksi 

talta lp mukal dengaln petugals pa ljalk. Menurunka ln bialyal ini dalpalt meningkaltkaln iklim 

bisnis daln a llokalsi sumber dalya l, daln palda l alkhirnya l meningka ltkaln penerima laln paljalk 

ba lgi pemerinta lh. 

 

2.9. Tinja lualn Penelitialn Terda lhulu 

Untuk da lpa lt melalksalnalka ln penelitia ln ini, malkal perlu dila lkuka ln ka ljia ln terha ldalp 

penelitia ln sebelumnyal. Tujualn dilalkukalnnyal kaljialn terhalda lp penelitialn 

sebelumnya l yalitu untuk mengeta lhui permalsallalhaln daln isu-isu yalng telalh dikalitkaln 

dengaln topik yalng sedalng diba lhals. Tinjalualn penelitialn terdalhulu altals penelitia ln ini 

da lpalt dilihalt palda l Talbel 2.1 berikut ini. 

 

Ta lbel 2.1 

Tinjalualn Penelitialn Terda lhulu 

No Peneliti Judul Ha lsil 
1. Marselina 

(2019) 
The Effect of 
Government 
Effectiveness, Rule 
of Lalw alnd Control 
of Corruption on Talx 
Obedience 

Penegalka ln hukum daln 
pengenda llia ln korupsi berpenga lruh 
positif seca lral signifikaln terhaldalp 
kepaltuhaln paljalk sementalral 
efektivita ls pemerintalh 
berpengalruh positif teta lpi tida lk 
signifikaln terhalda lp kepa ltuhaln 
palja lk. 
 
Objek penelitia ln: 30 negalral yalng 
terseba lr di A Lsial, ALustrallial, ALfrikal, 
ALmerika l, daln Eropal. 

2. Aizenman et 
al. (2019) 

Ta lx Revenue Trends 
in Laltin ALmerical alnd 
A Lsial: A L Compalraltive 
A Lnallysis 

Ralsio palja lk terhaldalp PDB di ALsial 
berkorela lsi positif denga ln 
efektivita ls pemerintalh daln 
kuallitals kelembalga laln. 
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Objek penelitia ln: negalral di Laltin 
ALmerical daln ALsial 

3. Slemrod 
(2018) 

Ta lx Complialnce alnd 
Enforcement 

Penelitia ln empiris yalng 
menya ltalka ln jikal malsyalralkalt 
percalyal daln puals denga ln 
pemerinta lh dallalm hall penyedia laln 
infralstruktur da ln balralng-balralng 
berkua llita ls lalinnyal, penegalka ln 
hukum yalng aldil, daln upa lyal 
menghormalti tindalka ln 
pengenda llia ln korupsi, ma lsyalralkalt 
alkaln terdorong untuk memba lya lr 
palja lk. 
 
Objek penelitialn: -  

4. Demarani 
(2018) 

The Effect of 
Government 
Governalnce alnd Ta lx 
Raltio to Economic 
Growth (Ca lse Study 
in A LSEALN 
Countries) 

Ta lx Raltio (ralsio palja lk) daln 
government governa lnce 
(efektivitals pemerintalh, kua llitals 
regula lsi, penega lkaln hukum, da ln 
kontrol korupsi) berpenga lruh 
positif terhaldalp pertumbuhaln 
ekonomi. 
 
Objek penelitia ln: 6 negalral 
ALSEALN. 

5. AyukAko 
(2017) 

Malrlows Dilemma l 
alnd Ours; Conra ld 
alnd ALfricals 
Development 
A Lgenda l: AL Realding 
of Hea lrt of Dalrkness 

Taltal kelolal pemerintalha ln yalng 
balik merupalkaln syalralt balgi 
pemba lngunaln ekonomi di sua ltu 
negalral daln sebalga li cerminaln 
kinerjal pemerinta lh untuk 
membalngun demokra lsi melallui 
tralnspalralnsi, alkuntalbilitals, 
keterbukalaln, da ln palrtisipa lsi 
publik. 
 
Objek penelitia ln: negalral-negalral 
di ALfrikal 

6. Bayar (2016) Public Governa lnce 
alnd Economic 
Growth in the 
Tra lnsitionall 
Economies of The 
Europia ln Union 

Implementalsi kebijalkaln daln 
pera lturaln memiliki pengalruh yalng 
positif seca lral signifikaln terhaldalp 
pertumbuhaln ekonomi. 
 
Objek penelitia ln: negalral Uni 
Eropal 

7. Young et al. 
(2016) 

Individua ll Talx 
Complia lnce in 
Chinal: al review 

Kepaltuha ln paljalk merupa lkaln sua ltu 
ukuraln sejaluh malnal seseora lng 
alta lu orga lnisalsi mema ltuhi 
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pera lturaln palja lk daln hukum palja lk 
di negalralnyal. 
 
Objek penelitialn: Cinal 

8. Syadullah et 
al. (2019) 

Impalct of Economic 
alnd Non-Economic 
Falctors on Income 
Inequa llity in A LSEALN 
Countries 

Upalyal pengenda llia ln korupsi 
berpengalruh positif terha lda lp 
penerima la ln paljalk. 
 
Objek penelitialn: negalra l ALSEALN 

9. Bird et al. 
(2008) 

Ta lx Effort in 
Developing 
Countries a lnd High 
Income Countries: 
The Impalct of 
Corruption, Voice 
alnd ALccountalbility 

Upalyal pengenda llia ln korupsi 
berpengalruh positif terha lda lp 
penerima la ln paljalk di negalral 
berkembalng daln negalral ma lju. 
 
Objek penelitia ln: negalral 
berkembalng di ALmerikal La ltin daln 
25 negalral malju 

10. Imam & 
Jacobs (2007) 

Effect of 
Corruptionon Ta lx 
Revenues in The 
Middle Ea lst 

Korupsi diperkiralka ln alka ln 
menurunka ln pendalpaltaln dalri 
semual paljalk, denga ln dalmpalk 
yalng signifika ln palda l paljalk 
perda lga lngaln. 
 
Objek penelitia ln: 12 negalral Timur 
Tenga lh  

11. Gupta (2007) Determina lnts of Talx 
Revenue Efforts in 
Developing 
Countries 

Upalyal pengenda llia ln korupsi 
berpengalruh positif terha lda lp 
penerima la ln paljalk di negalral 
berkembalng. 
 
Objek penelitia ln: 105 negalral 
berkembalng 

12. Kochanova et 
al. (2020) 

Does E-Government 
Improve Government 
Ca lpalcity? Evidence 
from Talx 
Complia lnce Costs, 
Ta lx Revenue, a lnd 
Public Procurement 
Competitiveness 

Penggunalaln e-filing sebalga li 
bentuk peneralpaln e-government 
mengura lngi bialya l kepa ltuhaln 
palja lk sertal menalikkaln ralsio pa ljalk. 
 
Objek penelitia ln: 198 negalral yalng 
terda lpalt daltalnyal di Globa ll e-
Government Systems Da ltalbalse 
(World Balnk) 

Sumber: Da ltal diolalh (2025) 
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2.10. Pengemba lngaln Hipotesis 

2.10.1. Penga lruh Efektivita ls Pemerintalh terha lda lp Kepaltuhaln Paljalk 

Teori kepa ltuhaln menjelalskaln kondisi seseoralng ta la lt terhaldalp sua ltu alturaln yalng 

tela lh ditetalpka ln. Pemerintalh yalng efektif diperlukaln untuk mendalpaltkaln 

keperca lyalaln malsyalralka lt yalng kemudia ln alkaln meningka ltkaln kepaltuhaln palja lknyal 

dimalna l terja ldinyal peningka ltaln kesaldalraln malsyalralkalt untuk membalyalr paljalk 

(Aizenman et al., 2019; Marselina, 2019; Slemrod, 2018). Aizenman et al. (2019) 

mela lkukaln alnallisis perbalndinga ln ra lsio paljalk terhaldalp Penerimala ln Domestik Bruto 

(PDB) paldal negalral ALmerika l Laltin daln ALsia l sejalk 1993 sa lmpali dengaln 2012 daln 

menemuka ln balhwal ralsio paljalk terhaldalp PDB di nega lral-nega lral ALsia l berkorelalsi 

positif dengaln efektivitals pemerintalh, yalitu semalkin tinggi efektivitals pemerintalh 

malkal sema lkin tinggi pula l ra lsio paljalknyal. Ralsio palja lk yalng tinggi bera lrti tingginyal 

pendalpaltaln pa ljalk dibalndingkaln PDB ya lng bera lrti kepa ltuhaln palja lknyal jugal tinggi. 

Efektivita ls pemerinta lh yalng lebih balik dika litka ln dengaln ralsio paljalk terha ldalp PDB 

ya lng lebih tinggi balgi negalral-negalral A Lsial, sementalral negalral-nega lral di A Lmerikal 

Laltin dikalitka ln dengaln ketersedia la ln sumber da lyal alla lm palda l negalral tersebut yalng 

a lkaln meningka ltkaln ralsio palja lknyal. 

 

Sementa lral itu, Demarani (2018) menyebutka ln balhwal efektivitals pemerintalh 

mempunya li penga lruh positif terha lda lp  pertumbuhaln  ekonomi  di  6 nega lral  

ALSEALN  yalng  menunjukkaln jikal efektivita ls pemerinta lh mengalla lmi kenalikaln 

terhalda lp pertumbuha ln ekonomi malkal pertumbuha ln ekonomi  mengalla lmi kena likaln, 

teta lpi seballiknyal jikal ralsio paljalk nalik malkal pertumbuhaln ekonomi alka ln mengallalmi 

penurunaln kalrena l malsyalralka lt dibeba lnkaln dengaln tingginyal ralsio paljalk. Hall ini 

berbalnding terballik dengaln (Slemrod, 2018) ya lng menyebutkaln balhwal dengaln jikal 

malsyalralkalt puals dengaln pemerinta lh ma lkal malsyalralkalt alka ln terdorong untuk 

memba lyalr pa ljalk yalng tentunyal alkaln meningka ltkaln pendalpa ltaln paljalk sehinggal 

da lpalt mendorong pertumbuha ln ekonomi. 
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Marselina (2019) menya lta lkaln balhwal efektivita ls pemerinta lh mempunya li pengalruh 

positif na lmun tidalk signifika ln terhaldalp kepaltuha ln paljalk dimalna l efektivitals 

pemerintalh secalral palrsia ll tidalk berpengalruh secalral signifika ln terhaldalp kepaltuhaln 

pa ljalk. Pera ln efektivitals pemerintalha ln tidalk lalgi balnya lk berpengalruh ketikal sistem 

di sualtu negalral sudalh aldal daln berja llaln denga ln balik. Fungsi daln pera ln pemerinta lhaln 

ha lnyal menga ltur daln mengkoordina lsika ln kegia ltaln daln kepentinga ln yalng aldal. 

Efektivita ls pemerintalha ln diperluka ln balgi negalral berkembalng, teta lpi ba lgi nega lral 

malju, ya lng sistemnya l sudalh berjalla ln balik termalsuk salnksi hukumnya l, tidalk 

sepenting itu. Pa ljalk tetalp halrus diba lyalrka ln sebalga li kewaljibaln. Syadullah et al. 

(2019) mendukung ha lsil penelitialn Marselina (2019) ya lng menyebutkaln ketalaltaln 

memba lyalr palja lk tidalk dipengalruhi oleh efektivita ls pemerintalhaln, tetalpi bersifa lt 

waljib. Dallalm penelitia ln ini penulis ingin mengeta lhui a lpalkalh efektivitals pemerintalh 

memiliki penga lruh terhalda lp kepa ltuhaln palja lk. Sehinggal hipotesis dallalm penelitialn 

ini: 

H1 : Efektivita ls pemerinta lh berpenga lruh positif terha ldalp kepaltuhaln paljalk 

 

2.10.2. Penga lruh Penegalkaln Hukum terha ldalp Kepa ltuhaln Paljalk 

Hubungaln alnta lral pemerinta lh denga ln ralkyaltnyal merupalkaln hubungaln kealgenaln 

dimalna l pemerinta lh halrus bertinda lk optima ll untuk memalkmurkaln ralkya lt melallui 

a ldalnyal keralngkal alturaln hukum da ln perunda lng-undalngaln ya lng berkealdilaln sertal 

ditega lkkaln secalral utuh. Penega lkaln hukum mencerminka ln persepsi sejaluh ma lnal 

a lgen memiliki keperca lya laln daln mema ltuhi alturaln ma lsyalralkalt, daln khususnyal 

kua llitals penegalkaln kontralk, halk milik, polisi, daln pengaldilaln, sertal kemungkinaln 

kejalha ltaln daln kekeralsaln (Kaufmann et al., 2011). Penega lka ln hukum a lkaln 

memberikaln energi positif balgi iklim usalha l, hall itu alkaln mendorong investor untuk 

terus berinvesta lsi (Dickinson, 2011). A Ldalnyal iklim usalha l ya lng ba lik dihalralpkaln 

da lpalt meningkaltka ln ralsio pa ljalk daln jugal kepaltuhaln paljalknya l. 

 

Halsil penelitialn Marselina (2019) menemuka ln balhwal penegalka ln hukum 

meempunyali pengalruh positif secalral signifikaln terhalda lp kepaltuhaln palja lk, dima lnal 
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semalkin meningkalt penega lka ln hukum malka l a lkaln meningkalt juga l tingkalt 

kepaltuha ln palja lknyal. Hall ini seja llaln dengaln ha lsil penelitialn Slemrod (2018) ya lng 

menyaltalkaln ba lhwal denga ln aldalnyal penegalkaln hukum ya lng aldil ma lkal malsyalralkalt 

a lkaln terdorong untuk memba lyalr paljalk. Dallalm penelitia ln ini penulis ingin 

mengetalhui a lpalkalh penegalkaln hukum memiliki penga lruh terhalda lp kepaltuhaln 

pa ljalk. Sehinggal hipotesis dalla lm penelitia ln ini: 

H2 : Penegalkaln hukum berpenga lruh positif terhaldalp kepaltuhaln paljalk 

 

2.10.3. Penga lruh Pengendallialn Korupsi terha lda lp Kepaltuhaln Paljalk 

Teori kealgena ln a lntalral pemerintalh sebalga li algen da ln ra lkyalt sebalgali prinsipall 

mengalkibaltkaln pemerintalh mempunyali kekua lsa laln daln terdalpalt kemungkinaln 

a ldalnyal penya llalhgunalaln jalba ltaln publik untuk kepentinga ln priba ldi. Pengendallialn 

korupsi mencerminka ln persepsi sejaluh ma lna l kekualsalaln publik diguna lka ln untuk 

keuntungaln priba ldi, termalsuk korupsi kecil da ln besa lr, serta l "penalngka lpa ln" nega lral 

oleh elit da ln kepentingaln swalstal World Bank (2017). Pengenda llialn korupsi 

merupalka ln komitmen pemerinta lh dallalm pembera lntalsaln korupsi yalng dihalralpkaln 

da lpalt mempengalruhi kepaltuha ln waljib paljalk daln tercermin da llalm berbalgali 

kebija lkaln daln upalyal yalng dilalkukaln untuk mengaltalsi kebocora ln pa ljalk. ALda lnyal 

korupsi kelemba lgalaln, yalitu tinda lkaln melalwaln hukum oleh peja lbalt publik untuk 

keuntungaln pribaldi khususnyal dallalm a ldministralsi paljalk, di malnal sistem yalng 

kompleks da ln diskresi ya lng berlebiha ln menciptalkaln pelualng balgi pralktik korupsi 

(Imam & Jacobs, 2007). 

 

ALspek penga lruh korupsi terha ldalp penerima la ln palja lk diteliti oleh Imam & Jacobs 

(2007), Gupta (2007), Bird et. all. (2008), hingga l Syadullah et al. (2019) serta l Aziz 

et al. (2016) ya lng menemuka ln ba lhwa l upa lyal pengenda llia ln korupsi berpenga lruh 

positif terhaldalp penerima laln paljalk daln korupsi menguralngi penda lpaltaln pa ljalk. Imam 

& Jacobs (2007) mela lkukaln alnallisis dalmpalk korupsi terhalda lp pendalpaltaln paljalk 

peroralngaln di Timur Tenga lh, yalng mengungka lp balhwal korupsi berdalmpalk negaltif 

pa ldal jenis paljalk perdalga lngaln lebih da lri tota ll pendalpa ltaln paljalk. Korupsi 
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diperkira lkaln alkaln menurunkaln pendalpa ltaln dalri semual paljalk, dengaln dalmpalk yalng 

signifikaln pa ldal paljalk perdalgalnga ln. Hall ini sejalla ln dengaln ha lsil penelitialn Gupta 

(2007), Bird et al. (2008), da ln Syadullah et al. (2019) ya lng menya ltalka ln upalyal 

pengendallialn korupsi berpengalruh positif terhalda lp penerimalaln pa ljalk, dima lnal 

dengaln alda lnyal pengendallialn korupsi malkal malsyalralkalt sema lkin talalt untuk 

memba lyalr paljalk yalng secalral lalngsung alkaln meningka ltkaln penerima laln paljalknyal. 

Sementa lral, Marselina (2019) menya lta lkaln balhwal pengendallialn korupsi 

berpengalruh positif secalral signifika ln terhaldalp kepaltuhaln paljalk. Dallalm penelitialn 

ini penulis ingin mengeta lhui alpalkalh pengenda llialn korupsi memiliki pengalruh 

terhalda lp kepa ltuhaln paljalk. Sehingga l hipotesis da llalm penelitia ln ini: 

H3 : Pengendallialn korupsi berpenga lruh positif terha ldalp kepaltuhaln paljalk 

 

2.10.4. Penga lruh Kuallitals Regulalsi terha lda lp Kepa ltuhaln Paljalk 

Kuallita ls regulalsi alda llalh ukura ln kemalmpualn pemerinta lh untuk merumuska ln daln 

mela lksa lnalkaln kebijalkaln daln peralturaln sertal kemalmpualn untuk mendorong 

pembalnguna ln sektor swalstal. Kua llitals regulalsi berkalitaln dengaln alturaln daln regulalsi 

untuk memfalsilitalsi kondisi palsalr yalng tidalk sempurna l. Pemerintalh sebalga li algen 

diberika ln kepercalyala ln oleh malsyalralkalt supalyal dalpalt menerbitka ln alturaln altalu 

regulalsi yalng berkua llitals. ALda lnyal regula lsi yalng berkuallitals alkaln meningkaltkaln 

keperca lyalaln malsyalralkalt terhaldalp pemerinta lh. 

 

Marselina (2019) menemuka ln balhwal kuallitals regulalsi mempunya li pengalruh yalng 

positif secalral signifika ln terhaldalp pertumbuhaln ekonomi yalng diproksikaln dengaln 

ra lsio paljalk dibalnding PDB palda l negalral ALSEALN. Temualn ini didukung oleh ha lsil 

penelitia ln Bayar (2016) ya lng menya ltalka ln balhwal implementa lsi kebijalka ln daln 

peraltura ln memiliki pengalruh yalng positif secalral signifika ln terhaldalp pertumbuhaln 

ekonomi di nega lral Uni Eropal. Dallalm penelitialn ini penulis ingin mengeta lhui 

a lpalkalh kuallita ls regulalsi memiliki penga lruh terha ldalp kepa ltuhaln paljalk. Sehinggal 

hipotesis da llalm penelitia ln ini: 

H4 : Kua llitals regulalsi berpenga lruh positif terha ldalp kepaltuhaln paljalk 
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2.10.5. Penga lruh e-Filing terha ldalp Kepaltuhaln Paljalk 

Peneralpaln teknologi informa lsi daln komunikalsi oleh pemerinta lh a ltalu yalng bialsal 

disebut dengaln e-government merupalka ln perwujudaln taltal kelolal pemerinta lhaln 

ya lng ba lik denga ln membentuk pemerinta lhaln yalng bersih, tralnspalra ln sertal 

menja lwa lb tuntuta ln perubalhaln seca lral efektif. Melallui e-government alka ln terja ldi 

peningkaltaln kua llitals pelalyalna ln pemerintalh terhalda lp ma lsyalralkalt daln pihalk swalstal 

ka lrenal alda lnyal tralnspalralnsi, peningka ltaln kontrol serta l peningkaltaln alkunta lbilitals 

penyelenggalrala ln pemerintalh. Ha ll ini sejallaln dengaln teori kepaltuha ln ka lrena l dengaln 

a ldalnyal hall di a ltals malkal tingkalt kepaltuhaln paljalk seseoralng dalpalt terukur dengaln 

mudalh sertal ha ll tersebut tentunya l a lkaln meningkaltka ln jugal kepaltuhaln paljalknyal. 

Contoh da lri penera lpaln e-government a lda llalh tersedialnya l pelalyalnaln terpa ldu dalri 

lemba lgal pemerinta lh kepalda l malsyalralka lt melallui sistem da lring altalu online, sallalh 

saltunyal yalitu electronic filing altals pelalpora ln paljalk yalng bia lsa l disebut seba lgali e-

filing. 

 

Kochanova et al. (2020) serta l Yilmaz dan Coolidge (2013) menemukaln balhwal 

penggunalaln e-filing sebalgali bentuk peneralpaln e-government menguralngi bia lyal 

kepaltuha ln paljalk serta l menalikkaln ralsio paljalk. Penurunaln bia lyal ini dalpa lt 

meningka ltkaln iklim bisnis daln allokalsi sumber da lyal, daln paldal alkhirnyal 

meningka ltkaln penerima laln palja lk ba lgi pemerinta lh sertal meningkaltka ln kepaltuhaln 

pa ljalk. Dalla lm penelitia ln ini penulis ingin mengeta lhui a lpalkalh e-filing memiliki 

pengalruh terha ldalp kepaltuha ln paljalk. Sehingga l hipotesis da llalm penelitia ln ini: 

H5 : e-filing berpenga lruh positif terha ldalp kepa ltuhaln paljalk 
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2.11. Keralngkal Pemikiraln 

Berdalsalrkaln pengembalnga ln hipotesis di altals, Galmbalr 2.1. berikut memberika ln 

ga lmbalra ln kera lngkal pemikiraln penelitia ln ini. 

Galmbalr 2.1 

Keralngka l Pemikiraln 

 

 

 

 

 

 

Sumber: Da ltal diolalh (2025) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Efektivita ls Pemerintalh 

Penegalka ln Hukum 

Pengenda llia ln Korupsi 

Kuallitals Regulalsi 

Kepaltuha ln Paljalk 

e-Filing 

H1 (+) 

H2 (+) 

H3 (+) 

H4 (+) 

H5 (+) 



 
 

 

 

N 

 

Popula lsi dalla lm penelitialn ini a ldallalh negalral-negalral yalng bera ldal di ka lwa lsaln ALsial 

Pa lsifik periode 2010-2020. A Ldalpun metode pemiliha ln salmpel mengguna lkaln 

metode purposive sa lmpling. Salmpel yalng dipilih memiliki kriteria l sebalga li berikut: 

1. Nega lral tersebut bera ldal di ka lwa lsa ln ALsial palsifik; 

2. Daltal efektivitals pemerinta lh, penega lkaln hukum, pengenda llialn korupsi, daln 

kua llitals regula lsi tersedial di Balnk Dunial yalitu di dalla lm Worldwide 

Governa lnce Indicaltors; 

3. Daltal talnggall penggunalaln e-government berupal e-filing tersedial di Globa ll 

e-Government Systems Da ltalbalse (GeGSD); da ln 

4. Daltal ralsio paljalk dibalnding PDB tersedial di Orgalniza ltion for Economic Co-

opera ltion alnd Development (OECD). 

 

Penelitialn ini menggunalkaln daltal sekunder da llalm menjalwalb permalsalla lhaln-

permalsallalhaln dalla lm penelitialn. Dalta l sekunder ini diperoleh da lri Ba lnk Dunial yalitu 

Worldwide Governa lnce Indica ltors (WGI) sebalgali halsil pengemba lngaln da lri 

penelitia ln (Kaufmann et al., 2011). Da ltal WGI selallu updalte setialp talhun sejalk talhun 

1996. Daltal sekunder berikutnya l yalitu ralsio palja lk terhalda lp Produk Domestik Bruto 

(PDB) ya lng diperoleh da lri Orgalnizaltion for Economic Co-opera ltion a lnd 

Development (OECD). Sementa lral itu untuk da ltal ta lnggall pengguna laln e-government 

berupal e-filing dialmbil da lri Globa ll e-Government Systems Da ltalbalse (GeGSD) 

milik Balnk Dunial. Balsis da ltal tersebut dikumpulka ln oleh palral alhli Balnk Dunial 

BAB III 

METODE PENELITIA

3.1. Populasi dan Sampel 

3.2. Sumber Data
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dengaln mengunjungi situs web pemerinta lh da ln dokumen proyek Ba lnk Dunial, 

unda lng-undalng nalsiona ll, daln lalpora ln implementalsi sertal diva llida lsi oleh ekonom 

negalral daln peja lbalt pemerinta lh terkalit. 

 

3.3. Metode Penelitia ln 

Pa lda l penelitia ln kalli ini pendeka ltaln altalu metode ya lng digunalkaln alda llalh pendekaltaln 

kua lntitaltif denga ln menggunalkaln alnallisis daltal palnel, dimalna l daltal palnel diguna lkaln 

untuk mengga lbungkaln dalta l cross sectiona ll daln da ltal time series daln ma lmpu 

mengontrol heterogenita ls individu (Verbeek, 2005). Nachrowi & Usman (2006) 

menyaltalkaln ba lhwa l dalla lm mengestimalsi da ltal pa lnel da lpalt digunalkaln beberalpal 

teknik regresi yalitu Fixed Effect Model (FEM) da ln Ralndom Effect Model (REM). 

Softwalre ya lng diguna lkaln dalla lm penelitialn ini aldallalh Econometric Views (Eviews) 

versi 12 da ln dallalm mengelompoka ln daltal-daltal ya lng dibutuhkaln. peneliti 

menggunalka ln Microsoft Excel. Menurut Ghozali & Ratmono (2017) a ldal beberalpal 

keuntungaln pengguna la ln daltal palnel da llalm penelitia ln sebalga li berikut: 

1. Denga ln mengga lbungkaln sua ltu daltal time series da ln cross section, ma lkal daltal 

pa lnel a lkaln memberikaln daltal yalng lebih informaltive, lebih berva lrialsi, tingka lt 

kolinea lrita ls alntalr valrialbel renda lh, degree of freedom (deralja lt bebals) lebih besalr 

da ln lebih efisien.  

2. Denga ln mengalna llisis dalta l cross section dallalm beberapal periode, malkal daltal 

pa lnel tepalt da llalm mempela ljalri kedinalmisaln dalta l. yalng a lrtinya l, dalpa lt digunalkaln 

untuk memperoleh informa lsi balgalima lnal kondisi individu-individu pa ldal wa lktu 

tertentu dibalndingka ln paldal kondisinyal paldal walktu yalng lalinnyal. 

3. Daltal palnel dalpalt mendeteksi daln mengukur penga lruh yalng tidalk dalpalt 

diobservalsi mela llui daltal time series murni malupun cross section murni. 

4. Daltal palnel dalpalt meminima llkaln bials yalng dihalsilka ln oleh algregalsi individu 

ka lrenal untit observa lsi yalng balnya lk. 

5. Daltal palnel malmpu mengalkomodalsi tingkalt heterogenitals individu-individu 

ya lng tidalk diobservalsi, nalmun dalpa lt mempengalruhi halsil dalri pemodela ln. Hall 

ini tidalk dalpalt dilalkukaln oleh time series ma lupun cross section, sehinggal dalpa lt 

menyeba lbkaln halsil yalng diperoleh mela llui kedua l studi ini alkaln menjaldi bials. 
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Denga ln keunggulaln tersebut ma lkal tidalk ha lrus dila lkukaln pengujia ln alsumsi klalsik 

da llalm model daltal palnel, mengingalt da ltal pa lnel merupalkaln sualtu galbunga ln da lri daltal 

cross section daln time series (Gujarati & Porter, 2010). 

 

3.4. Definisi Opera lsionall 

3.4.1. Valria lbel Dependen 

Valrialbel dependen dallalm penelitia ln ini aldallalh kepaltuha ln paljalk yalng diproksikaln 

dengaln ralsio pa ljalk, yalitu perbalndinga ln penerimala ln palja lk terha ldalp Produk 

Domestik Bruto (PDB). Da ltal ralsio pa ljalk berupa l persentalse tota ll penerimalaln paljalk 

ya lng diba lndingkaln denga ln PDB, ya lng dialmbil da lri situs OECD. 

 

3.4.2. Valria lbel Independen 

Variabel independen dalam penelitian ini, antara lain efektivita ls pemerintalh, 

penegalka ln hukum, pengenda llia ln korupsi, da ln kuallita ls regulalsi diukur 

menggunakan indikator indeks yang dikeluarkan oleh Bank Dunia melalui 

Worldwide Governa lnce Indica ltors (WGI). WGI adalah indeks yang dikembangkan 

oleh Bank Dunia untuk mengukur dan menilai kualitas tata kelola pemerintahan di 

berbagai negara di seluruh dunia. WGI mengumpulkan data dari berbagai sumber, 

termasuk survei dan penilaian tata kelola dari berbagai negara. Data ini kemudian 

digunakan untuk memberikan skor dan peringkat bagi setiap negara dalam setiap 

dimensi tata kelola.  WGI menggunakan enam dimensi untuk mengukur tata kelola 

pemerintah, yaitu suara dan akuntabilitas (voice and accountability), stabilitas 

politik (political stability), efektivitas pemerintahan (government effectiveness), 

kualitas regulasi (regulatory quality), penegakan hukum (rule of law), dan 

pengendalian korupsi (control of corruption). Penelitian ini tidak menggunakan 

indikator suara dan akuntabilitas serta indikator stabilitas politik karena belum 

terdapat penelitian sebelumnya yang mengukur dampak dua indikator tersebut 

terhadap kepatuhan pajak. Indikator suara dan akuntabilitas mengukur sejauh mana 



33 
 

 
 

warga suatu negara dapat berpartisipasi dalam memilih pemerintahan mereka dan 

kebebasan berekspresi, termasuk kebebasan pers (World Bank, 2017). Sementara, 

indikator stabilitas politik mengukur kemungkinan terjadinya penggulingan 

pemerintahan secara tidak konstitusional, termasuk kekerasan dan terorisme 

(World Bank, 2017). 

 

3.4.2.1. Efektivita ls Pemerintalh 

Efektivitas pemerintah menurut Worldwide Governa lnce Indica ltors (WGI) 

didefinisikan sebagai penilaian kualitas pemerintahan dalam menyediakan layanan 

publik, merumuskan dan mengimplementasikan kebijakan, serta kredibilitas 

komitmen pemerintah (World Bank, 2017). Efektivitas pemerintah diukur 

menggunakan WGI. WGI adalah indeks yang dikembangkan oleh Bank Dunia 

untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintah di berbagai negara (World Bank, 

2017). Efektivitals pemerintalh dalam WGI mengukur kema lmpualn sualtu pemerintalh 

untuk menyedia lkaln balralng publik, sa lralnal publik, daln mengha lsilkaln sertal 

menera lpkaln kebija lkaln ya lng balik. Indikator efektivitas pemerintah dilihat 

berdasarkan kondisi sumber daya yang dimiliki, yaitu kualitas primer pendidikan, 

kondisi air bersih, kualitas primer pendidikan, kepuasan terhadap sarana dan 

prasarana transportasi, kepuasan terhadap sistem pendidikan, tingkat kecukupan 

atas jasa kesehatan dan listrik, kualitas birokrasi atau efektivitas institusi, 

kemampuan negara untuk menghadapi risiko emergensi (seperti krisis ekonomi, 

kebutuhan pangan, dan penanganan terhadap bencana), stabilitas politik, dan 

kualitas administrasi publik seperti anggaran dan manajemen keuangan pemerintah 

(Lampiran 1). 

 

Ba lnk Dunia l menghimpun indeks efektivitas pemerintah ini berda lsalrkaln kumpulaln 

da ltal hasil penilaian dan survei da lri Economist Intelligence Unit Riskwire & 

Democralcy Index (EIU), Economist Intelligence Unit Riskwire & Democra lcy Index 

(GCS), Ga lllup World Poll (GWP), Politicall Risk Services Interna ltionall Country 

Risk Guide (PRS), Globall Insight Business Conditions a lnd Risk Indicaltors (WMO), 



34 
 

 
 

A Lsialn Development Ba lnk Country Policy a lnd Institutionall ALssessments (ALSD), 

Globa ll Integrity Index (GII), World Balnk Country Policy a lnd Institutionall 

A Lssessments (PIA L), daln Institute for Ma lnalgement a lnd Development World 

Competitiveness Yea lrbook (WCY). 

 

Ba lnk Dunial berda lsalrkaln da ltal yalng tersedial da lri berba lgali sumber tersebut 

meralngkum menja ldi indeks yalng dikelua lrka ln melallui WGI. Variabel efektivitas 

pemerintah diberi skor indeks denga ln skor minima ll -2,5 yalng merupa lkaln indika ltor 

negara yang memiliki tingka lt efektivitals pemerinta lh palling renda lh daln skor 

tertinggi 2,5 yalitu nega lral yalng pemerintalha lnnyal palling efektif. Tidak ada skor 

standar dari Bank Dunia yang menyatakan pemerintah efektif, namun skor yang 

baik untuk efektivitas pemerintahan dianggap baik apabila berada di atas rata-rata 

dunia dan menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki birokrasi yang baik, 

infrastruktur yang memadai, layanan publik yang berkualitas, dan pengelolaan 

sumber daya yang efektif (World Bank, 2017). Skor rata-rata dunia atas efektivitas 

pemerintah selama tahun 2010 sampai dengan 2020 berkisar di rentang antara -

0,0029 sampai dengan 0,0037 .  

 

3.4.2.2. Penega lkaln Hukum 

Penegakan hukum menurut Worldwide Governa lnce Indicaltors (WGI) didefinisikan 

sebagai kemampuan sistem peradilan untuk menegakkan hukum secara adil dan 

transparan (World Bank, 2017). Penegakan hukum diukur menggunakan WGI. 

WGI adalah indeks yang dikembangkan oleh Bank Dunia untuk mengukur kualitas 

tata kelola pemerintah di berbagai negara (World Bank, 2017). Penegakan hukum  

dalam WGI mengukur persepsi seja luh malnal pemerintah sebagai a lgen memiliki 

keperca lyalaln daln memaltuhi alturaln ma lsyalralkalt, da ln khususnya l kuallitals penega lkaln 

kontralk, ha lk milik, polisi, daln penga ldilaln, serta l kemungkinaln keja lhaltaln daln 

kekeralsaln (World Bank, 2017). Indika ltor penega lkaln hukum dilihat berdasarkan 

kemampuan pemerintah menegakkan hukum berupa perampasan aset milik swasta, 

melakukan perubahan kontrak negara, melakukan penegakan kontrak negara, 
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keadilan atau kecepatan proses peradilan, keyakinan pada kepolisian dan proses 

peradilan serta kemampuan praktis administrasi untuk membatasi adanya tax 

evasion (Lampiran 1). 

 

Ba lnk Dunia l menghimpun indeks penegakan hukum ini berda lsalrka ln kumpulaln daltal 

hasil penilaian dan survei dari Economist Intelligence Unit Riskwire & Democra lcy 

Index (EIU), Economist Intelligence Unit Riskwire & Democra lcy Index (GCS), 

Ga lllup World Poll (GWP), Politicall Risk Services Interna ltionall Country Risk 

Guide (PRS), Globa ll Insight Business Conditions a lnd Risk Indicaltors (WMO), 

Herita lge Founda ltion Index of Economic Freedom (HER),  ALsia ln Development 

Balnk Country Policy a lnd Institutionall ALssessments (ALSD), Business Enterprise 

Environment Survey (BPS), Freedom House (FRH), Globa ll Integrity Index (GII), 

World Ba lnk Country Policy a lnd Institutionall ALssessments (PIA L), Institute for 

Malnalgement alnd Development World Competitiveness Yea lrbook (WCY), daln 

World Justice Project Rule of La lw Index (WJP). 

 

Ba lnk Dunial berda lsalrkaln da ltal yalng tersedial da lri berba lgali sumber tersebut 

meralngkum menjaldi indeks ya lng dikelua lrkaln melallui WGI. Variabel penegakan 

hukum l ini diberi skor indeks minima ll -2,5 sebagai indika ltor negalral yang memiliki 

penegalka ln hukumnyal palling renda lh daln skor indeks tertinggi 2,5 bagi nega lral yalng 

penegalka ln hukumnya l palling tinggi. Tidak ada skor standar dari Bank Dunia yang 

menyatakan adanya penegakan hukum yang baik, namun skor yang baik untuk 

penegakan hukum dianggap baik apabila berada di atas rata-rata dunia dan 

menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki sistem peradilan yang independen 

dan efisien, penegak hukum yang profesional, serta partisipasi aktif masyarakat 

dalam proses penegakan hukum (World Bank, 2017). Skor rata-rata dunia atas 

penegakan hukum selama tahun 2010 sampai dengan 2020 berkisar di rentang 

antara -0,0017 sampai dengan 0,00435. 
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3.4.2.3. Pengenda llia ln Korupsi 

Pengendalian korupsi menurut Worldwide Governa lnce Indica ltors (WGI) 

didefinisikan sebagai kemampuan pemerintah untuk sejauh mana berhasil dalam 

mengendalikan korupsi, yang pada akhirnya dapat berdampak pada pertumbuhan 

ekonomi, kualitas pelayanan publik, kepercayaan publik, dan stabilitas politik 

(World Bank, 2017). Pengendalian korupsi diukur menggunakan WGI. WGI adalah 

indeks yang dikembangkan oleh Bank Dunia untuk mengukur kualitas tata kelola 

pemerintah di berbagai negara (World Bank, 2017). Pengendalian korupsi  dalam 

WGI mengukur persepsi mengenai tingkat korupsi di pemerintahan dan sektor 

publik lainnya (World Bank, 2017). Indika ltor pengendalian korupsi dilihat 

berdasarkan kontrol untuk pencega lha ln daln penindalkaln terhaldalp korupsi oleh 

pegalwali publik untuk kepentinga ln priva lt, korpora lsi kecil, da ln besa lr jugal peraln elit 

serta persepsi investor asing terhadap korupsi di negara tersebut dan jumlah kasus 

korupsi yang ada (Lampiran 1). 

 

Indikaltor pengendalian a ltals korupsi disusun oleh Ba lnk Dunia l berdalsalrkaln daltal 

hasil penilaian dan survei yalng dirilis oleh Economist Intelligence Unit Riskwire & 

Democralcy Index (EIU), Economist Intelligence Unit Riskwire & Democra lcy Index 

(GCS), Ga lllup World Poll (GWP), Politicall Risk Services Interna ltionall Country 

Risk Guide (PRS), Globall Insight Business Conditions a lnd Risk Indicaltors (WMO), 

A Lsialn Development Ba lnk Country Policy a lnd Institutionall ALssessments (ALSD), 

Business Enterprise Environment Survey (BPS), Freedom House (FRH), 

Tra lnspalrency Interna ltionall Globa ll Corruption Ba lrometer Survey (GCB), Globa ll 

Integrity Index (GII), World Balnk Country Policy a lnd Institutiona ll ALssessments 

(PIA L), Politicall Economic Risk Consulta lncy Corruption in A Lsia l Survey (PRC), 

Institute for Malnalgement a lnd Development World Competitiveness Yea lrbook 

(WCY), da ln World Justice Project Rule of La lw Index (WJP). 

 

Ba lnk Dunial berda lsalrkaln da ltal yalng tersedial da lri berba lgali sumber tersebut 

meralngkum menjaldi indeks yalng dikelualrka ln melallui situs WGI. Variabel 
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pengendalian korupsi l ini diberi skor indeks denga ln skor minima ll -2,5 yalng 

merupalka ln indikaltor nega lral yalng pa lling korup a ltalu kontrol a ltals korupsinyal palling 

rendalh daln skor tertinggi 2,5 ya litu nega lral yalng pa lling bersih dalri korupsi altalu 

tingkalt kontrol altals korupsinyal palling tinggi. Tidak ada skor standar dari Bank 

Dunia yang menyatakan adanya pengendalian korupsi yang baik, namun skor yang 

baik untuk pengendalian korupsi dianggap baik apabila berada di atas rata-rata 

dunia dan menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kontrol yang baik atas 

tingkat korupsi di sektor pemerintahan dan sektor publik lainnya (World Bank, 

2017). Skor rata-rata dunia atas pengendalian korupsi selama tahun 2010 sampai 

dengan 2020 berkisar di rentang antara -0,000001 sampai dengan 0,000003. 

 

3.4.2.4. Kua llitals Regulalsi 

Kualitas regulasi menurut Worldwide Governa lnce Indica ltors (WGI) didefinisikan 

sebagai kemampuan pemerintah kema lmpua ln pemerintalh merumuska ln daln 

mengimplementa lsikaln sualtu kebija lkaln sertal regula lsi yang baik dan efektif tenta lng 

perijinaln da ln pola l pengembalnga ln sektor swalsta l (World Bank, 2017). Kualitas 

regulasi diukur menggunakan WGI. WGI adalah indeks yang dikembangkan oleh 

Bank Dunia untuk mengukur kualitas tata kelola pemerintah di berbagai negara 

(World Bank, 2017). Kualitas regulasi dalam WGI mengukur persepsi berba lga li 

pengusa lhal daln malsyalralkalt umum di setialp negalral tersebut daln juga l pengusa lhal daln 

malsyalralkalt ya lng mela lkukaln alktivitals bersinggungaln dengaln setialp negalral melalui 

indikator praktek persaingan usaha, kontrol atas harga pasar, tarif pajak, beban 

regulasi, dan inkonsistensi pengenaan denda atau hukuman pajak atas 

ketidakpatuhan pajak (Lampiran 1).  

 

Indikaltor kualitas regulasi dibalngun oleh Ba lnk Dunial berda lsalrka ln da ltal yalng dirilis 

oleh Economist Intelligence Unit Riskwire & Democra lcy Index (EIU), Economist 

Intelligence Unit Riskwire & Democra lcy Index (GCS), Politicall Risk Services 

Interna ltionall Country Risk Guide (PRS), Globa ll Insight Business Conditions a lnd 

Risk Indicaltors (WMO), Heritalge Founda ltion Index of Economic Freedom (HER), 
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A Lsialn Development Ba lnk Country Policy a lnd Institutionall ALssessments (ALSD), 

Business Enterprise Environment Survey (BPS), Institute for Malnalgement alnd 

Development World Competitiveness Yea lrbook (WCY), da ln World Justice Project 

Rule of La lw Index (WJP). 

 

Ba lnk Dunial berda lsalrkaln da ltal yalng tersedial da lri berba lgali sumber tersebut 

meralngkum menjaldi indeks yalng dikelualrkaln mela llui situs WGI. Da ltal ini diberi 

skor indeks denga ln minima ll skor indeks -2,5 yalng merupalkaln indikaltor nega lral 

ya lng kua llitals regula lsinyal palling rendalh daln skor indeks tertinggi 2,5 yalitu indika ltor 

negalral ya lng kuallitals regulalsinyal palling tinggi. Tidak ada skor standar dari Bank 

Dunia yang menyatakan adanya regulasi yang berkualitas, namun skor yang baik 

untuk kualitas regulasi dianggap baik apabila berada di atas rata-rata dunia dan 

menunjukkan bahwa negara tersebut memiliki kemampuan dalam merumuskan dan 

menerapkan kebijakan yang efektif (World Bank, 2017). Skor rata-rata dunia atas 

kualitas regulasi selama tahun 2010 sampai dengan 2020 berkisar di rentang antara 

-0,000004 sampai dengan 0,000001. 

 

3.4.2.5. e-Filing 

Valrialbel e-filing diproksika ln denga ln dummy va lrialbel, ya litu alpa lbila l negalral tersebut 

pa ldal talhun tersebut suda lh mengguna lkaln e-filing ma lkal alkaln diberi skor 1 sementa lral 

jikal paldal ta lhun tersebut belum mengguna lkaln e-filing malkal a lkaln diberi skor 0. 

Talnggall penggunalalnl e-filing dia lmbil dalri Globa ll e-Government Systems Da ltalbalse 

(GeGSD) yalng dikelualrkaln oleh World Ba lnk. 

 

3.5. Metode ALna llisis Daltal 

3.5.1. A Lnallisis Staltistik Deskriptif 

Sta ltistik deskriptif memberika ln ga lmbalraln mengena li sualtu valrialbel ya lng dilihalt da lri 

nilali mealn, stalndalr devialsi, nilali malksimum da ln nilali minimum (Widarjono, 2018). 

Sta lndalr devialsi, nila li minimum daln nilali malksimum menggalmbalrkaln perseba lraln 
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da ltal. ALna llisis ini dimalksudkaln untuk menga lnallisis daltal disertali denga ln perhitungaln 

a lgalr da lpalt memperjela ls kealda laln daln kalralkteristik daltal tersebut. 

 

3.5.2. A Llalt ALnallisis 

Model ALnallisis: 

Yit = α + β1X1 + β2X2 + β3X3 + β4X4 + β5X5 + eit 

Dimalnal:  

Y = Kepaltuhaln Paljalk yalng diproksika ln denga ln Ralsio Paljalk (Ta lx Raltio) 

α = Konstalntal 

X1 = Efektivita ls Pemerinta lh (GE) 

X2 = Penegalkaln Hukum (ROL) 

X3 = Pengendallialn Korupsi (CC) 

X4 = Kua llita ls Regulalsi (RQ) 

X5 = e-filing (EGOV) 

i = periode walktu 

t = salmpel nega lral 

e = va lrialbel galnggualn 

 

3.5.3. Estimalsi Regresi Fixed Effect Model (FEM) 

Teknik model Fixed Effect a ldalla lh teknik mengestima lsi daltal palnel dengaln 

menggunalka ln valrialbel dummy untuk mena lngkalp aldalnyal perbedala ln intersep. 

Pengertia ln Fixed Effect ini dida lsa lrkaln alda lnyal perbedalaln intersep alnta lral individu 

na lmun intersepnyal salma l a lntalrwalktu (time invalria lnt). Di salmping itu, model ini 

jugal menga lsumsikaln balhwa l koefisien regresi (slope) teta lp alntalr individu daln alntalr 

walktu. 
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3.5.4. Estimalsi Regresi Ra lndom Effects Model (REM) 

Dimalsukkalnnyal va lrialbel dummy di da llalm model fixed effect bertujua ln untuk 

mewalkili ketida lktalhualn kita l tentalng model yalng sebenalrnya l. Nalmun, ini jugal 

memba lwa l konsekuensi berkuralngnya l dera ljalt kebebalsaln (degree of freedom) yalng 

pa ldal alkhirnyal menguralngi efisiensi pa lralmeter. Malsallalh ini bisal dialta lsi dengaln 

menggunalka ln valrialbel ga lnggualn (error terms) dikena ll sebalgali metode ra lndom 

effect. Di dalla lm model ini kita l alkaln mengestimalsi daltal palnel dima lnal valrialbel 

ga lnggualn mungkin sa lling berhubunga ln alntalrwalktu daln alntalrindividu. 

 

3.6. Penentua ln Metode Estimalsi 

Uji pemilihaln model dalri kedual pendekalta ln dialtals, sela lnjutnya l dilalkuka ln pengujialn 

untuk memilih model da ltal palnel yalng palling tepalt daln sesuali. Uji pemilihaln model 

pa ldal model daltal palnel dalpa lt dilalkuka ln dengaln uji Chow daln uji Ha lusmaln. 

 

3.6.1. Mela lkukaln Uji Chow 

Uji ini merupalka ln uji perbedalaln dual model regresi untuk menentuka ln model yalng 

pa lling balik, a lntalral Fixed Effect Model (FEM) altalu Common Effect Model (CEM). 

Uji ini dilalkuka ln denga ln hipotesis seba lgali berikut: 

Ho : Common Effect Model lebih ba lik da lri paldal Fixed Effect Model (FEM) 

Hal : Fixed Effect Model lebih balik dalripa ldal Common Effect Model 

 

Jika l probalbilitals untuk cross section F > nila li signifikaln 0,05 malka l Ho diterimal, 

sehinggal model yalng palling tepalt digunalka ln a ldallalh Common Effect Model. 

Kemudialn jika l probalbilitals untuk cross section F < nilali signifika ln 0,05 ma lkal Ho 

ditola lk, sehingga l model yalng palling tepalt digunalkaln a lda llalh Fixed Effect Model. 

Pengujia ln ini mengikuti distribusi F sta ltistic dima lnal jikal F staltistic ya lng didalpa lt 

lebih besalr da lri pa ldal nilali F ta lbel (F stalt > F talbel) sertal nilali F probalbilitals (prob 

< al., dimalna l al = 0,05) ma lkal Ho ditolalk. Jikal nilali F-stalt lebih besalr dalripaldal F-
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talbel, malka l cukup bukti untuk menola lk hipotesis nol sehinggal model yalng 

digunalkaln aldallalh model Fixed Effect Model, da ln seballiknyal. 

 

3.6.2. Uji Ha lusmaln 

Uji Ha lusmaln mengembalngkaln sualtu uji staltistik untuk memilih alpa lkalh 

menggunalka ln Fixed Effect Model (FEM) a ltalu Ralndom Effect Model (REM). Uji 

Halusma ln menggunalkaln staltistik uji H yalng mengikuti distribusi chisqualre dengaln 

deralja lt bebals (db) sebesa lr jumlalh valria lbel independen. Kesimpula ln ya lng dia lmbil: 

jikal Ho ditola lk, malka l model regresi FEM lebih ba lik da lripalda l REM. Teta lpi jika l Ho 

diterimal, beralrti model regresi REM lebih ba lik dalripaldal FEM. Selalin itu dalsalr 

penolalka ln Ho bisal jugal dilihalt dalri nilali p-vallue nya l. Jika l p-vallue lebih kecil da lri 

5% malkal da lpalt disimpulka ln balhwal model FEM lebih ba lik dibalndingkaln dengaln 

model REM. Uji Ha lusmaln dila lkuka ln dengaln hipotesis sebalgali berikut: 

Ho : Ralndom Effect Model lebih ba lik da lripaldal Fixed Effect Model 

Hal : Fixed Effect Model lebih ba lik dalripaldal Ralndom Effect Model 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 

 
 
 

 

1. Efektivita ls pemerintalh berpenga lruh positif tidalk signifikaln terha ldalp kepaltuhaln 

pa ljalk sehingga l kepa ltuhaln paljalk a ldallalh kewa ljiba ln balgi seluruh malsyalralkalt daln 

tidalk dipengalruhi oleh efektivitals pemerintalh daln merupa lka ln kesalda lraln 

malsing-ma lsing waljib palja lk. Kepaltuhaln malsyalralka lt dallalm menjalla lnkaln 

kewa ljiba ln perpa ljalka lnnyal merupalkaln talnggung ja lwalb pribaldi dalri setia lp waljib 

pa ljalk sementa lral efektivitals pemerintalh merupalka ln talnggung jalwalb da lri 

pemerintalh. 

 

2. Penegalkaln hukum berpenga lruh negaltif tidalk signifika ln terhaldalp kepaltuhaln 

pa ljalk sehingga l peningkalta ln kegialtaln penega lkaln hukum menga lkibaltkaln 

menurunnyal motivalsi internall waljib pa ljalk dallalm menja llalnkaln kewaljibaln 

perpalja lkalnnyal. Penegalkaln hukum tidalk terlallu berpengalruh terha ldalp 

kepaltuha ln pa ljalk kalrenal waljib paljalk yalng diberi perla lkua ln penega lka ln hukum di 

bidalng a ldministralsi perpalja lkaln seperti kegialta ln pemeriksa laln paljalk, pemberialn 

salnksi hukum da ln salnksi aldministralsi, pena lgihaln palja lk malupun penyidikaln 

pa ljalk tida lk beralkibalt lalngsung dengaln peningkaltaln kepaltuhaln paljalknya l. 

 
3. Pengendallialn korupsi berpenga lruh negaltif secalral signifika ln terhalda lp kepaltuhaln 

sehinggal denga ln alda lnyal pengendallialn korupsi justru dalpalt menurunkaln 

kepaltuha ln paljalk. Halsil ini dipengalruhi oleh rendalhnya l raltal-raltal nilali 

pengendallialn korupsi paldal seba lgialn besa lr nega lral-nega lral berkembalng di ALsial 

Pa lsifik. Pengenda llialn korupsi yalng menurun teta lpi kepaltuha ln palja lknyal 

meningka lt secalral signifikaln dalpalt disebalbka ln ha ll sebalgali berikut, yalitu aldalnyal 

ka lmpalnye kesaldalraln paljalk ya lng efektif oleh pemerinta lh sehinggal malsyalralka lt 

lebih memalha lmi pentingnya l membalyalr pa ljalk, aldalnyal pemberia ln insentif paljalk 

pa ldal periode penelitia ln sebalgali dalmpalk penurunaln kegialtaln ekonomi a ltals 

 
5.1. Kesimpulan 

BAB V  

KESIMPULAN DAN SARAN 
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Pa lndemi COVID-19 pa ldal ta lhun 2019 sa lmpa li dengaln 2020 paldal seluruh nega lral 

ALsial Palsifik, daln aldalnya l perubalhaln kebijalka ln pa ljalk ya lng membua lt waljib paljalk 

cenderung lebih memaltuhi kepaltuha ln paljalk meskipun tingkalt pengendallialn 

korupsinya l menurun. 

 

4. Kuallita ls regulalsi berpengalruh nega ltif tidalk signifika ln terha ldalp kepaltuhaln paljalk 

sehinggal penurunaln kuallitals regula lsi tidalk secalral signifikaln berpengalruh 

terhalda lp kena likaln kepa ltuhaln palja lk paldal negalral-negalral ALsia l Palsifik kalrenal 

a ldalnyal sistem aldministra lsi pa ljalk ya lng mudalh da ln efisien sehinggal membua lt 

waljib palja lk cenderung untuk paltuh pa ljalk. Hall ini juga l didukung dengaln alda lnyal 

motivalsi interna ll dalri waljib paljalk untuk memaltuhi kewaljibaln perpa ljalkalnnyal 

seba lgali bentuk kepercalya laln daln dukungaln kepa ldal pemerinta lh. 

 

5. e-Filing berpengalruh positif seca lral signifikaln terhaldalp kepaltuha ln paljalk 

sehinggal sema lkin balik pemalnfa laltaln e-government malkal semalkin tinggi pulal 

kepaltuha ln paljalknyal. Sebalgia ln besalr nega lral ALsial Palsifik sudalh mengguna lkaln 

e-filing sebalgali bentuk penera lpa ln e-government dalla lm peningkaltaln kuallitals 

pelalya lnaln aldministralsi perpalja lkaln paldal periode penelitialn. Penggunalaln e-filing 

secalral online da ln reall time memberi kemuda lhaln malsyalralka lt untuk talalt paljalk 

talnpal balta lsaln tempa lt da ln walktu daln meningkaltkaln kepaltuha ln paljalknya l. 

 

5.2. Keterbatasan dan Sa lraln 

1. Keterbatasan dalam penelitian ini adalah belum menambahkan variabel-

variabel ekonomi yang berpengaruh terhadap penerimaan pajak sebagai salah 

satu ukuran kepatuhan pajak, yaitu tingkat pertumbuhan ekonomi, sumber 

penerimaan pajak, jenis penerimaan pajak, variasi tarif pajak, dan komposisi 

wajib pajak. Penelitialn selalnjutnyal diharapkan dapat diperlua ls dengaln 

menalmbalh va lrialbel ekonomi tersebut serta mengguna lkaln indeks da lri lebih 

ba lnyalk sumber seperti IMF, tra lnspalralnsi internalsionall, dll. 

2. Penelitian selanjutnya juga dapat dila lnjutkaln dengaln pengelompokkaln negalral 

menja ldi negalral miskin, berkembalng, daln malju kalrena l halmpir sebalgialn besalr 

negalral di ALsia l Palsifik merupalkaln negalral berkembalng sehinggal memiliki 
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sistem a ldministralsi perpaljalkaln daln sistem pemerinta lhaln yalng berbedal dengaln 

negalral lalinnyal di ALsial Pa lsifik. Pengelompokka ln nega lral ini dihalralpkaln da lpalt 

memberikaln ga lmbalraln secalral jela ls penga lruh tia lp va lrialbel independen terhaldalp 

kepaltuha ln paljalk. 

 

5.3. Implikalsi 

1. Efektivita ls pemerinta lh da llalm penelitialn ini mempunya li penga lruh yalng positif 

seperti ha lsil penelitialn-penelitialn yalng terdalhulu teta lpi dalta l dallalm penelitialn 

ini tida lk cukup kualt untuk membuktika ln hubungaln tersebut secalral staltistik 

da llalm populalsi. Hall ini da lpa lt diseba lbkaln balhwal penga lruh efektivita ls 

pemerintalh terhaldalp kepa ltuhaln paljalk mema lng aldal, teta lpi sa lngalt kecil a ltalu aldal 

va lrialbel lalin yalng lebih dominaln mempenga lruhi. 

 

2. Penegalkaln hukum dan kua llitals regulalsi dallalm penelitia ln ini mempunya li 

pengalruh yalng negaltif da ln tida lk signifika ln terha lda lp kepaltuhaln paljalk, 

sementara pengendalian korupsi mempunyai pengaruh yang negatif dan 

signifikan terhadap kepatuhan pajak. Hasil ini berbeda l denga ln halsil penelitialn 

terdalhulu ka lrenal sa lmpel ya lng digunalkaln sebalgialn besalr merupa lka ln negalral 

berkemba lng daln dual talhun tera lkhir dalla lm penelitialn merupalka ln talhun yalng 

terkena l dalmpa lk pa lndemi COVID-19 sehingga l pa ldal salalt tersebut muncul 

kebija lkaln-kebijalkaln balru di berba lga li bidalng, terma lsuk bidalng perpa ljalka ln daln 

upa lyal dalri pemerinta lh untuk menalnggulalngi da lmpalk pa lndemi menyebalbkaln 

a ldalnyal peningkaltaln kepercalyalaln malsyalralkalt terhalda lp pemerinta lh. Hall ini 

tentunya l secalral tidalk lalngsung meningka ltkaln pulal kesaldalraln malsyalralkalt untuk 

pa ltuh pa ljalk. 
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